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NAMA :  ARISDHA KHAIRUN NISA  
NIM :  10800112084 
JUDUL  : PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI 
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGELOLA 
ORGANISASI NIRLABA (STUDI MASJID DAN PARTAI 
POLITIK )  
  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan penerapan 
akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
organisasi nirlaba pada masjid dan partai politik.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan 
data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain penelitian ini disebut penelitian 
kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Jenis 
pendekatan penelitian ini adalah interpretif dimana dalam penelitian ini data yang 
dikumpulkan dari sumber primer yaitu data yang didapatkan langsung dari 
informan dilapangan, serta sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari 
dokumen–dokumen, dan tulisan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan 
entitas nirlaba telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya penyajian laporan keuangan pada kedua entitas nirlaba yaitu 
masjid dan partai politik sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam 
mengelola laporan keuangan, dari segi transparansinya dapat dilihat dari 
terbukanya akses informasi yang dengan mudah didapatkan pada kedua entitas 
tersebut, adanya papan informasi pada masjid yang menunjukkan bahwa adanya 
dana yang masuk dan keluar secara jelas. 
 









A. Latar Belakang Masalah 
Peranan akuntansi di zaman globalisasi dapat dijadikan sebagai alat bantu 
untuk mengambil segala keputusan-keputusan yang berhubungan dengan ekonomi 
dan keuangan, baik dari akuntansi sektor publik maupun sektor swasta, Organisasi 
sektor publik sering dipandang sebagai organisasi yang dianggap tidak efisien dan 
jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta, 
sehingga kedudukannya dianggap lebih rendah dan jauh tertinggal dibandingkan 
dengan sektor swasta (Halim dan Muhammad, 2012). Akuntansi sektor publik 
terbagi dua ada yang profit dan nonprofit,organisasi profit adalah organisasi yang 
bertujuan mencari laba sedangkan, organisasi nonprofit adalah organisasi yang 
tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk usaha – usaha yang bersifat 
sosial. Beberapa lembaga yang termasuk organisasi nirlaba diantaranya adalah 
Gereja, Masjid, Rumah Sakit, LSM, dan Partai politik, yang dananya berasal dari 
para donatur atau sumbangan untuk menjalankan organisasi.  
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 menjelaskan bahwa 
karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, perbedaan 
utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan 
untuk melakukan berbagai aktivitas operasional, organisasi memperoleh sumber 






adanya imbalan dari organisasi tersebut, walaupun tidak mengharap adanya 
imbalan dari organisasi, penyumbang menginginkan adanya pertanggungjawaban 
dari dana yang telah disumbangkan, dialokasikan untuk kebutuhan dan keperluan 
apa saja pada organisasi .  
 PSAK No.45 tahun 2008 mengharuskan organisasi nirlaba membuat laporan 
keuangan serta melaporkannya kepada pemakai laporan keuangan, diantaranya 
donatur atau masyarakat, sehingga jika donatur atau masyarakat membutuhkan 
informasi tidak akan merasa kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai 
laporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan dibuatnya laporan keuangan pada 
entitas nirlaba agar tercipta laporan keuangan yang mudah dipahami, memiliki 
relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi, diperlukan penerapan 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba agar 
penyumbang atau masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan dengan 
mudah. 
 Akuntabilitas dan Transparansi diterapkan agar tidak terjadi seperti halnya 
pada organisasi Gereja yang sebagai salah satu organisasi nonprofit, gereja ini 
menerbitkan laporan penerimaan dan pengeluaran secara detail, dan laporan 
keuangannya terdiri dari penerimaan, pengeluaran, anggaran, dan realisasi, 
laporan keuangan yang dibuat oleh gereja untuk membangun kepercayaan dan 
keterbukaan kepada masyarakat pada organisasi gereja, akan tetapi seringkali 
terjadi ketegangan yang disebabkan oleh pelaporan keuangan tersebut, oleh 





jauh lebih baik dibandingkan hanya membuat laporan keuagan yang sederhana 
seperti halnya yang dilakukan oleh gereja tersebut (Pontoh, 2013) 
Akuntabilitas dan transparansi sangat erat kaitannya dalam menjalankan 
organisasi nirlaba, dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba sama halnya 
bahwa kita yang diamanahkan sebagai pengelola keuangan harus transparan, apa 
adanya, tidak ada satupun informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi, karena 
sikap amanah sendiri berarti menyangkut kejujuran dan dapat dipercaya, jika 
dikaitkan dengan organisasi nirlaba artinya, sebagai pengelola keuangan kita 
harus berkata jujur, dalam mengemban amanah agar selalu dapat dipercaya untuk 
menjalankan amanah tersebut karena bentuk pertanggungjawabannya bukan 
hanya pada ummat akan tetapi pada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak jujur dalam 
perbuatan sangat merugikan pihak lain, dalam Islam dijelaskan tentang perintah 
menyampaikan amanah dalam QS. An-Nisa/4:58 
 ْلِاب اىُمُكَْحت َْنأ ِساَّىلا َهَْيب ُْمتْمَكَح اَِذإَو َاِهلَْهأ َىِلإ ِتَاواَملأا او ُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأي َ َّاللَّ َِّنإ َ َّاللَّ َِّنإ ِ ْ َعَ
  عَيِمَس َناَك َ َّاللَّ َِّنإ ِِهب ْمُُكظَِعَي ا َّمِِعَو( ا  ريَِصب ا٨٥) 
Terjemahnya:  
 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
 berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
 antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
 memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
 adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 
 
 Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita harus bersikap amanah 
menyampaikan sesuatunya harus secara jujur dan tidak ada yang disembunyikan 
terutama jika kita diberi amanah dari masyarakat setempat untuk mengelolah 





organisasi nirlaba diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban tindakan 
dan keputusan dalam laporan keuangan guna membangun kepercayaan, pengelola 
berkewajiban untuk melaporkan menjelaskan tiap aktivitas keuangan yang terjadi 
baik adanya dana masuk ataupun keluar, transparansi disini dimaksudkan adanya 
keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan agar mengurangi praktik korupsi 
kolusi dan nepotisme serta tindakan pencucian uang yang lagi marak terjadi pada 
organisasi nirlaba (Sitorus dkk, 2013). 
 Semua aktivitas  lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut 
transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain 
yang tidak memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam 
bentuk pelaporan akuntansi (Simanjuntak dan Yeni, 2011). Secara filosofi, dalam 
akuntansi bahwa akuntabilitas lebih ditekankan pada “Value” yang tercetak pada 
laporan keuangan, namun dalam organisasi nonprofit, akuntabilitas bukan hanya 
sebatas pada “Value” (nilai) secara spiritual yang diwujudkan melalui keikhlasan 
dan rasa syukur dalam memberikan sesuatu (Silvia dan Ansar, 2011).   
Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan melihat penerapan 
akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
organisasi nirlaba mulai dari pencatatan sampai pada output yang dihasilkan. 
Pernyataan Standar Akuntansi No.45 menjelaskan bahwa setiap organisasi nirlaba 
harus menyajikan laporan keuangannya, sehingga dalam hal ini peneliti ingin 
melihat apakah organisasi nirlaba yang akan diteliti telah melaksanakan tugasnya 






B.  Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus  
 Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntabilitas dan 
transparansi pada organisasi nirlaba, dimana laporan keuangan disini menjadi hal 
yang sangat penting dengan berdirinya suatu organisasi, baik organisasi 
pemerintah atau non-pemerintah, dengan adanya PSAK No.45 yang 
mengharuskan organisasi nirlaba menyajikan laporan keuangannya. Objek 
penelitian adalah 1 (Satu) masjid  yang terletak di Kecamatan Benteng Kabupaten 
Kepulauan Selayar, Masjid Agung Al-Umaraini dimana masjid ini menjadi masjid 
terbesar yang berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dan objek 
penelitian yang ke dua adalah Partai Politik, Yaitu Partai Keadilan Sejahtera 
 Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada informan dengan 
mendalam yang dianggap memiliki kapasitas dalam memberikan informasi terkait 
informasi yang dibutuhkan. Peneliti juga akan mencari data atau dokumen yang 
berkaitan dengan laporan keuangan, agar penelitian ini dapat melihat bagaimana 
keberhasilan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi nirlaba. 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan memahami 
pendapat, sikap dan tanggapan dari para donatur dan masyarakat mengenai 
pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelolah keuangan 
organisasi nirlaba. Tanggapan, pendapat dan sikap para donatur dan masyarakat 
sangatlah diperlukan untuk peneliti, selain itu peneliti juga menelaah data 
dokumenter laporan yang berhubungan dengan laporan keuangan organisasi 





 Peneliti merasa perlu untuk memastikan ketersediaan data dari tempat-
tempat yang ditujukan sebagai lokasi penelitian. Ini akan membantu kelancaran 
proses penelitian. Berikut tahapan yang direncanakan oleh peneliti : tahap (1) Pra 
lapangan, (2) Kegiatan lapangan, (3) Analisis intensif , hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Bogdan dan Taylor. 
C.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah pengaruh penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam 
mengelola organisasi nirlaba ? 
2. Apakah pengaruh  penerapan transpransi terhadap laporan keuangan dalam 
mengelola organisasi nirlaba ? 
D.  Kajian Pustaka  
Beberapa hasil penelitian terdahulu digunakan untuk menunjang tinjauan 
teoritis terkait topik penelitian yang diangkat oleh penulis. Sehingga kita 
mendapat sebuah gambaran yang komprehensif terhadap fokus penelitian ini. 



















akuntansi Unesa tentang 
pengaruh transparansi dan 
akuntabilitas keuangan 
partai politik terhadap 
kinerja partai dan upaya 
pemberantasan kerah 
putih 
Transparansi dan akuntabilitas 
keuangan partai politik masih 
rendah, hal itu tentu saja akan 
berpengaruh terhadap 
menurunnya kinerja partai politik.  




Pelaksanaan akuntabilitas dalam 
organisasi gereja menempatkan 
setiap tingkatan sebagai agen 
tingkatan lebih tinggi dan menjadi 
prinsipal bagi tingkatan yang 
lebih rendah 
Kholmi,2013 Persepsi Pengurus Partai 
Terhadap Akuntabilitas 
Keuangan Partai Politik  
Pengurus partai politik sepakat 
menerapkan tiga kategori 
akuntabilitas keuangan dalam 
mengelolah organisasi partai 
politik yaitu akuntabilitas 
keuangan tahunan, akuntabilitas 
keuangan dana kampanye, dan 
akuntabilitas keuangan dana 
bantuan APBD. Sebagian besar 
responden menjawab sangat 
setuju (47,26%) dan setuju 





keuangan partai politik, tetapi 
masih terdapat pengurus partai 
sangat tidak setuju (2,31%)  atas 
akuntabilitas keuangan partai 
politik.  
 
E.  Tujuan Penelitian  
 1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah: 
a. Untuk mengetahui peranan penerapan akuntabilitas terhadap laporan 
keuangan dalam mengelolah organisasi nirlaba 
b. Untuk mengetahui peranan penerapan transparansi terhadap laporan 
keuangan dalam mengelolah organisasi nirlaba  
 2. Kegunaan Penelitian  
Melaksanakan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang hendak 
diperoleh antara lain : 
a. Aspek Teoritis  
Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah dapat memeperkuat pengaruh 
stewardship theory dalam lembaga organisasi nirlaba. Adanya pengaruh 
stewardship theory ini telah dijelaskan oleh Donalson dan Davis yang  
menyatakan bahwa menjelasakan situasi dimana manajer sebagai Steward dan 
bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer 
akan berprilaku sesuai kepentingan bersama ketika kepentingan steward dan 





daripada menentangnya karena steward merasa kepentingan bersama dan 
berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang 
rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan 
organisasi.  
Jika dihubungkan teori stewardhsip dengan keuangan organisasi nirlaba  
yang bertindak sebagai steward disini adalah pelayan / penerima amanah/ 
pengelolah, ketika pengelolah (steward) memiliki fikiran yang berbeda dengan 
pemilik (donatur) maka stewrad yang akan berusaha mengikuti atau meyamakan 
fikiran dengan pemilik karena steward merasa bahwa kepentingan organisasi 
adalah tujuan utama agar tujuan dari organisasi itu sendiri dapat tercapai. 
Pengelola keuangan (steward) memiliki komitmen organisasi yang kuat karena 
dia bekerja dan melayani kepentingan masyarakat, para penyumbang atau donatur.  
b. Aspek Praktis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas 
mengenai akuntabilitas  dan transparansi dengan baik. Dengan 
penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi diharapkan para 
pengelola keuangan dapat mempertanggungjawabkan setiap laporan 
keuangan yang disajikan untuk para pengguna laporan keuangan agar 
tidak salah dalam mengambil keputusan.  
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi praktisi, 
khususnya para donatur terkait pengelolaan keuangan oraganisasi 





referensi dan acuan bagi akademisi dalam mengkaji persoalan 
pelaporan keuangan organisasi nirlaba.  
3) Bagi masyarkat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi terkait 
penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam mengelolah 






BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA  
 
A. Stewardship Theory  
Stewardship theory menggambarkan situasi dimana para manajemen 
organisasi tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih 
ditujukan pada sasaran hasil utama mereka yaitu kepentingan organisasi. 
Stewardship theory menjelasakan situasi dimana manajer sebagai Steward dan 
bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam theory stewardshidp 
manajer akan berprilaku sesuai kepentingan bersama ketika kepentingan steward 
dan pemilik tidak sama atau tidak sejalan maka steward akan berusaha bekerja 
sama daripada menentangnya karena steward merasa kepentingan bersama dan 
berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang 
rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan 
organisasi  (Donadson dan James 1991 dalam Raharjo, 2007) 
 Teori stewardhsip mengasumsikan hubungan yang kiat antara kesuksesan 
organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan 
memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan 
demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari stewardship adalah 
manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik, namun bukan berarti 






theorymemandang manajer sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk bertindak 
dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. 
 Jika dihubungkan teori stewardhsip dengan keuangan organisasi nirlaba  
yang bertindak sebagai steward disini adalah pelayan/ penerima amanah/ 
pengelolah, ketika pengelolah atau steward memiliki fikiran yang berbeda dengan 
pemilik (donatur) disini steward yang akan berusaha mengikuti atau meyamakan 
fikiran dengan pemilik karena steward merasa bahwa kepentingan organisasi 
adalah tujuan utama agar tujuan dari organisasi itu sendiri dapat tercapai. 
Pengelolah keuangan atau steward memiliki komitmen organisasi yang kuat 
karena dia bekerja dan melayani kepentingan masyarakat, para penyumbang atau 
donatur.  
B. Akuntabilitas  
 Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang 
menerapkan sistem akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu 
kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 
kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
sebelumnya, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 
periodik (Mardiasmo, 2006).   
 Yuwono, (2005) menjabarkan bahwa akuntabilitas adalah 
pertanggungjawaban publik yang memiliki makna bahwaasanya proses 
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar 






 Menurut Triyuwono yang dikutip oleh Permatasari dan Dewi (2011) ruang 
lingkup akuntabilitas dalam akuntansi islam antara lain meliputi akuntabilitas 
kepada Tuhan, akuntabilitas kepada manusia, dan akuntabilitas kepada alam. 
Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan menerapkan syari’ah Islam dalam 
upaya menjaga mempertahankan amanah yang diberikan Allah SWT, sedangkan 
akuntabilitas kepada manusia dilakukan dengan memberikan laporan-laporan, 
informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 
aktivitas organisasi, sehingga realisasi kegiatannya baik keberhasilan maupun 
kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan mendapat penjelasan. 
 Akuntabilitas adalah kondisi dimana seseorang yang dinilai oleh orang lain 
karena pencapaian hasil dalam menyelasaikan tugas untuk mencapai tujuan yang 
menjadi tanggungjawabnya. Menurut Silvia dan Muhammad (2011) akuntabilitas 
memiliki berbagai dimensi dalam organisasi yaitu, yang pertama akuntabilitas 
kejujuran dan hukum yang terkait mengenai adanya penghindaran penyalagunaan 
jabatan, yang kedua adalah akuntabilitas proses yang menjelaskan bagimana 
proses pelayanan yang cepat dalam pemberian respon, yang ketiga adalah 
akuntabilitas program yaitu terkait  dengan pertimbangan apakah tujuan yang 
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan yang keempat adakah akuntabilitas 
finansial yang berarti pertanggungjawaban suatu lembaga atau organisasi dalam 
menggunakan dana secara ekonomis, efisien dan efektif.  
 Dari beberapa penjelasan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah 






suatu organisasi yang laporannya akan dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat, atau kepada pemangku kepentingan / stakeholder. 
 Sesuai dengan Q.S.An-Nahl/16:91     
                                  
             
Terjemahnya: 
Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah 
kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, 
sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-
sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 
 
 Dalam ayat ini menjelaskan bahwa menjaga janji baik kepada Allah SWT 
atau Manusia adalah kewajiban setiap manusia mukmin yang mempercayai Allah 
SWT, jika telah bernadzar, maka tepatilah nadzar tersebut, dan jika melakukan 
perjanjian dalam urusan ekonomi dan sosial, maka harus berkomitmen sesuai 
dengan perjanjian yang ada dan tidak boleh melanggarnya, karena sesungguhnya 
Allah maha mengetahui apa yang telah kita perbuat. 
 Jika dikaitkan dengan penerapan akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban, 
pengelola keuangan atau bendahara disini jika telah menerima amanah dari para 
donatur atau masyarakat artinya bendahara atau pengelola keuangan telah 
melakukan perjanjian atau sebuah ikatan bahwa bendahara akan melakukan 
tugasnya sebagaimana mestinya yaitu mengelola laporan keuangan dengan baik, 
dan karena secara tidak langsung telag terikat perjanjian dengan donatur akan 







 Sedarmayanti, (2012) mengatakan pelaksanaan akuntabilitas perlu 
memperhatikan asas asas dalam akuntabilitas yaitu : 
a.  Komitmen pimpinan dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar 
akuntabel 
b. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan  
c. Berorientasi pada pencapaian misi dan visi dan hasil manfaat yang diperoleh 
d. Jujur, obyektif, transparan dan inovatif. 
Dari asas tersebut dapat disimpulkan bahwa asas akuntabilitas merupakan 
asas pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh pemegang keputusan sehingga 
hasil yang diharapkan dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada 
stakeholder. 
Adanya asas dalam akuntabilitas maka terdapat manfaat yang dapat 
diperoleh dari penerapan akuntabilitas yaitu: 
a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap 
organisasi  
b. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi  
c. Menrdorong partisipasi masyarakat  
d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif 
dan ekonomis, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya 
e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui 
pengembangan pengukuran kinerja  







g. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyakarat 
C. Tranparansi  
Selain akuntabilitas, transaparansi adalah salah satu unsur dalam 
pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi artinya dalam menjalankan suatu 
organisasi, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat 
luas. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 
keuangan daerah.(Ardhiyanti, 2013) 
Menurut Yuwono (2005) transparansi memiliki arti keterbukaan dalam 
proses perencanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Senada dengan Mita, 
(2009) transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari 
proses penyelanggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan 
mudah oleh stakeholder.  
Dari beberapa pemaparan mengenai transparansi dapat disimpulkan bahwa 
transparansi adalah keterbukaan anatara pemegang keputusan dengan pemegang 
kepentingan untuk mendapat akses yang sama mengenai informasi sumber daya 
dan dana yang didapatkan untuk digunakan oleh suatu organisasi. 
 Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang 
untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi 
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil yang 
dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka dari pengurus.  Berbicara 






suatu organisasi, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi 
mengenai setiap aspek kebijakan organisasi yang dapat dijangkau oleh publik 
 Adanya keterbukaan atau penerapan transparansi, maka konsekuensi yang 
akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada 
pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pengurus organisasi nirlaba harus 
pandai memilah mana informasi yang perlu dipublikasikan dan mana yang tidak 
perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat publik mengenai jenis informasi 
apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja informasi itu akan diberikan. 
Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak semua informasi menjadi 
konsumsi publik. Ada hal-hal yang menyebabkan informasi tersebut tidak boleh 
diketahui oleh publik.  
Dengan menerapkan transparansi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, 
tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan 
stakeholders menurut Shafratunnisa (2015) adalah : 
a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui 
kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.  
b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi  
c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan kegiatan  
d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang 
dilaksanakan  






 Mengenai transparansi yang artinya menerima suatu informasi yang 
disampaikan oleh pengelola organisasi, hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-
Hujurat/49:6  
                                 
          
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik 
membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 
 
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan 
tabayyun yaitu mencari tahu asal kebenaran informasi yang diterima, tidak secara 
langsung dapat mempercayai informasi tersebut, namun sifat tabayyun terhadap 
suatu informasi bukan berarti su’udzon terhadap sesama muslim, hanya kita 
diperintahkan untuk menghindari terjadinya suatu musibah karena telah menerima 
informasi yang salah.  
D. Laporan  Keuangan 
Menurut Sujarweni (2015:216) untuk memberikan laporan keuangan yang 
ideal sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No.45 organisasi nirlaba 
perlu membuat laporan keuangan, organisasi nirlaba setidaknya memiliki 4 jenis 
laporan keuangan sebagai berikut : 







b. Laporan aktivitas untuk suatu periode laporan yang mencakup 
organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan  jumlah aset 
bersih selama satu periode. 
c. Laporan arus kas untuk suatu periode laporan yang bertujuan untuk 
menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam 
suatu periode. 
d. Catatan atas laporan keuangan adalah berisikan penjelasan – pemjelasan 
rinci atas akun dalam laporan keuangan. 
Penyajian laporan keuangan yang baik adalah ditandai dengan mudahnya 
masyarakat  memahami laporan keuangan, memiliki relevansi, dan memiliki daya 
banding yang tinggi.  
Pada dasarnya laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi 
yang bisa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara aktivitas perusahaan  
pihak–pihak yang berkepentingan dengan aktivitas tersebut (Nanu,2011:119) 
dalam (Gultom dan Agus,2005). Gultom dan Agus (2005) mengatakan laporan 
keuangan merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk 
mengkomunikasikan informasi  keuangannya kepada pihak luar. Laporan ini 
menyediakan informasi mengenai sejarah perusahaan yang diukur dalam bentuk 
uang.  
 PSAK No. 45 menjelaskan mengenai tujuan laporan keuangan entitas 
nirlaba yaitu, pertama menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi 
kepentingan pemberi sumber daya yang tidak mengharapakan pembayaran 






kepentingan dalam menilai jasa yang diberikan entitas nirlaba dan kemampuannya 
dalam terus memberikan jasa tersebut, menilai cara manajer melaksanakan 
tanggungjawab dan aspek lain dari kinerjanya.  
E. Organisasi Nirlaba 
Nirlaba adalah istilah yang biasa digunakan sebagai sesuatu yang bertujuan 
sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari 
keuntungan materi (uang). Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang 
bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik 
perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian 
terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Menurut PSAK No.45 
organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan 
penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi.  
Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah 
sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal 
perundang-undangan, asosiasi professional, institute riset, museum, dan beberapa 
para petugas pemerintah (Tinungki dan Pusung, 2015). Dari beberapa pendapat 
dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba tidak bertujuan mencari laba akan 
tetapi murni melayani masyarakat. 
Untuk mendirikan sebuah organisasi nirlaba tentunya terdapat manajemen 
yang terkait, pada manajemen organisasi nirlaba mempunyai tugas untuk 
melaksanakan misi organisasi, mencapai sasaran jangka panjang atau pendek, 
memberi manfaat bagi kelompok masyarakat. Selain manajemen pada suatu 






umumnya memilih pengurus, pemimpin atau penanggung jawab yang menerima 
amanah dari para anggotanya sehingga terkait dengan konsep akuntabilitas dan 
dengan demikian, akuntansi sebagai salah satu sarana akuntanbilitas merupakan 
bagian integral dari organisasi, pemahaman terhadap akuntansi suatu entitas selalu 
menuju kepada pemahaman yang lebih dalam tentang entitas tersebut. 
Hidayati (2012) mengungkapkan bahwa Organisasi nirlaba atau organisasi 
yang tidak bertujuan memupuk keuntungan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak 
mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang 
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 
2. Menghasilkan barang /atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau 
suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan 
kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.  
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti 
bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, 
atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan 
proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau 
pembubaran entitas. 
F.  Kerangka Pikir  
PSAK No.45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba mengharuskan 
adanya laporan keuangan untuk organisasi nirlaba, dengan adanya PSAK No.45 
diharapakan akan dapat memberikan informasi mengenai bagaiamana laporan 






diharapakan agar dapat membangun adanya komunikasi antara pengelola laporan 
keuangan dengan donatur atau para penyumbang yang telah menyumbangkan 
dananya untuk organisasi tersebut, tentunya tidak mengharapkan adanya imbalan. 
PSAK No.45 menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah bagian dari pelaporan 
keuangan, dimana laporan keuangan ditujukan untuk menyediakan informasi yang 
relevan untuk memenuhi keinginan para penyumbang / donatur, anggota 
organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi 
organisasi nirlaba. 
Dengan menggunakan Stewardship theory maka diharapakan dalam 
penelitian ini, ketika pengelola (steward) memiliki fikiran yang berbeda dengan 
pemilik (donatur) disini steward yang akan berusaha mengikuti atau menyamakan 
fikiran dengan pemilik karena steward merasa bahwa kepentingan organisasi 
adalah tujuan utama agar tujuan dari organisasi itu sendiri dapat tercapai. 
Pengelola keuangan memiliki komitmen organisasi yang kuat karena dia bekerja 
dan melayani kepentingan masyarakat, para penyumbang atau donatur. 
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A. Jenis dan Lokasi penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Ditinjau dari basis metodenya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, 
tindakan dan lain-lain  secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dnegan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2010: 9). Pendekatan kualitatif 
memusatkan perhatian pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan 
satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial (Rudito & Famiola, 
2008:78). 
Penelitian deskriptif menurut Irwan Soehartono (2011:35) meliputi : 
penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu 
kelompok tertentu, penggunaan fasilitas masyarakat, memperkirakan proposisi 
yang mempunyai pendapat, sikap dan tingkah laku tertentu, berusaha melakukan 
suatu ramalan, serta mencari suatu hubungan antara dua variabel atau lebih.  
2. Lokasi Penelitian  
Objek yang menjadi penelitian ini adalah Masjid Agung Al-Umaraini dan 





Umaraini sebagai salah satu objek pada penelitian ini adalah bahwa Masjid Agung 
Al-Umaraini sebagai Masjid Yang terbesar yang terletak di Kabupaten Kepulauan 
Selayar dan telah dapat dipastikan bahwa masjid ini menerima banyak sumbangan 
dari Jama’ah atau para donatur setempat, objek kedua pada penelitian ini adalah 
Partai Keadilan Sejahtera, alasan peneliti menjadikan Partai Keadilan Sejahtera 
sebagai objek ke dua dikarenakan pada saat pra-penelitian partai lain memliki 
banyak hambatan untuk diteliti.  
 Untuk pemilihan informan dilakukan dengan ditunjuk secara purposive. 
Penunjukan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa sejauh mana mereka 
memahami masalah yang dikaji sebagaiamana yang dirumuskan dalam masalah 
penelitian.  
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 
paradigma interpretif yang menitikberatkan pada pemahaman para informan 
tersebut. Menurut Somantri (2005:58) penelitian kualitatif berusaha 
mengonstruksi realitas dan memahami maknanya, sehingga peneltian kualitatif 
biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otensitas. Pada dasarnya 
penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang 
terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah relatif sedikit.  
Anis Chariri (2009:5) menjelaskan tujuan pendekatan interpretif tidak lain 
adalah menganalisis realita sosial manusia yang tercipta dalam rangka berinteraksi 
dengan yang lain dan bagaimana realita sosial ini terbentuk. Penelitian interpretif 





bahwa demi memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektifitas para pelaku 
harus digali sedalam mungkin. Hal ini memungkinkan terjadinya trade-off  antara 
objektivitas dan kedalaman temuan peneltian (Efferin, et. al., 2004). 
C.  Jenis dan Sumber Data Penelitian  
Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan cara 
wawancara secara mendalam dengan informan yang dianggap berkompeten 
dibidangnya. Data yang digunakan adalah subjek yang berasal dari wawancara 
dengan informan dan data dokumenter.  
Sedangkan data sekunder berupa data pendukung untuk diperoleh dari 
berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatakan dalam 
penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan 
penelitian ini.  
D.  Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah :  
a. Wawancara Mendalam 
Wawancara dugunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam. Wawancara menurut tehnik pengumpulan data ini mendasarkan 
diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidknya ada 
pengetahuan atau keyakinan pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan 





b. Studi Pustaka   
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan 
mempelajari literatur referensi dari jurnal, makalah, dan buku-buku yang relevan 
dengan permasalahan yang dikaji untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam 
upaya penyusunan landasan teori yang berguna dalam pembahasan.  
c. Internet Browsing 
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai tambahan 
referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi penulis yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena yang terjadi maupun sosial yang menjadi acuan. Adapun alat-alat 
penelitian yang diguanakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut : 
a) Perekam suara  
b) Buku catatan  
c) Handphone  
d) Alat tulis  
e) Daftar pertanyaan wawancara  
f) Buku, jurnal dan referensi lainnya  
F. Teknik Pengolaan Data dan Analisis Data  
Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang 
dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Data terbagi menjadi dua  yaitu data 
lapangan (data mentah) dan data jadi (Satori dan Komariah 2010). Data lapangan 
atau data mentah merupakan data yang diperoleh saat pengumpulan data. Data 





serta foto. Data lisan dan tertulis tersebut diperoleh melalui wawancara terhadap 
narasumber atau subjek penelitian. 
 Data yang berupa foto merupakan data yang berfungsi mendeskripsikan 
suatu hal, benda, maupun kejadian saat observasi maupun saat pengumpulan data. 
Data lisan  di dokumentasikan ke dalam bentuk rekaman suara, sedangkan data 
tertulis didokumentasikan ke dalam bentuk tulisan atau catatan penelitian. Data 
yang kedua adalah data jadi. Data jadi merupakan suatu data mentah (data 
lapangan) yang telah mengalami proses penyeleksian data. Penyeleksian data 
mengacu pada permasalahan yang ingin dipecahkan, yaitu objek penelitian. 
Menurut Sugiyono (2011:244) analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan dara ke dalam 
kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  
G. Keabsahan Data 
Sebuah penelitian harus diteliti keabsahannya sehingga dapat dikatakan 
valid atau mengungkapakan kebenaran yang objektif. Menguji data dengan 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu namun memiliki hubungan yang 
jelas yakni dengan  melakukan pengecekan atau menggolong-golongkan hal yang 
mampu dijadikan sebagai pembanding dari data tersebut. Dengan demikian dalam 






1. Uji  Credibility (Validitas internal)  
Uji  credibility berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan 
hasil yang dicapai. Uji kredibilitas melakukan Triangulasi yakni : 
a. Triangulasi Sumber Data  
Triangulasi Sumber Data adalah menguji kredilitas data dengan cara 
mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. mengecek data kepada 
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 
wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Data yang 
telah dianalisi oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 
dimintakan kesepatakan (member check) dari beberapa sumber data.  
b. Triangulasi Teori  
Triangulasi teori adalah hasil akhir yaitu penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan atau thesis statement yaitu membandinkan dengan perspektif teori yang 
relevan untuk menghindari bias individual atas temuan yang dihasilkan dengan 
membadingkan fakta yang terjadi dilapangan dengan teori yang menerangkan dari 
penelitian. 
2. Uji Transferability (Validitas Eksternal)  
Uji transferability menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 
diterapkannya hasil penelitian dengan ke populasi dimana sampel tersebut 
diambil. Pada tahap ini peneliti harus membuat laporan dengan uraian yaang rinci, 
sistematis dan jelas juga dapat dipercaya agar orang dapat memahami hasil 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Pada gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum 
organisasi Nirlaba yaitu Masjid Agung Al-Umaraini dan Partai Keadilan Sosial. 
Gambaran umum Masjid Agung Al-Umaraini mencakup kondisi jamaah, kegiatan 
masjid, serta visi misi Masjid Agung Al-Umaraini. Sedangkan gambaran Partai 
Keadilan Sejahtera mencakup sturktur Dewan Pengurusan Daerah (DPD) dan visi 
misi dari Partai Keadilan Sejahtera.  
1. Gambaran Umum Masjid Agung Al-Umaraini 
a. Profil Masjid Agung Al-Umaraini 
Masjid Agung Al-Umaraini Benteng Selayar adalah masjid terbesar yang 
ada diSelayar, diberi nama Al-Umaraini (dua Umar) terinspirasi perjuangan dan 
keteguhan dan khalifah besar umat islam yakni khalifah Umar bin Khattab dan 
Khalifah bin Abdul Azis. Nama ini pemberian ulama Selayar, ketua MUI Selayar 
KH. Abdul Kadir Kasim. Pembangunan masjid dimulai dari keinginan dari tokoh 
agama dan tokoh masyarakat selayar akan perlunya masjid yang representatif di 
kota Benteng seiring semakin berkembangnya kota Benteng sebagai pusat 
pemerintahan, dipertengahan tahun 50an, memanfaatkan tanah wakaf 





berbagai kalangan. Peletakan batu pertama pembangunan dilaksanakan oleh Ketua 
KPN (setingkat Bupati) Selayar pada waktu Puang Manda. 
Masjid Agung Al-Umaraini mulai difungsikan sebagai tempat shalat pada 
pertengahan tahun 1956 dan karena letaknya yang strategis di tengah kota dengan 
pusat pemerintahan, jamaah semakin hari semakin banyak, untuk menyesuaikan 
dengan kebutuhan jamaah dan menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan 
ummat, masjid Agung AL-Umaraini telah mengalami bebrapa beberapa kali 
renovasi, tahun 1968 dibentuk panitia dipimpin KH Abd Kadir Kasim dan Abd 
Rasyid Badong sebagai sekretaris dengan memperluas masjid, Tahun 1979 
kembali dilakukan renovasi masjid dengan menambah beberapa bagian termasuk 
menara masjid, peresmian masjid oleh Gubernur Andi Oddang.Masjid Agung Al-
Umaraini beralamat di Benteng Selayar di jalan Syeh Yusuf No.3 Benteng Selayar  
dan jalan R.A. Kartini No.13. 
Luas Tanah: 3.398 m2 
Luas Bangunan: 1.000 
a) Kondisi jamah : Letak Masjid Agung yang sangat strategis menyebabkan 
masjid senantiasa ramai oleh jamaah. Jamaah aktif melaksanakan ibadah 
shalat fardhu sekitar 750 orang (jamaah laki-laki dan perempuan) 
sedangkan jamaah tetap sekitar 250 orang (laki-laki dan perempuan) 
berasal dari berbagai kalangan mulai dari bupati,wakil bupati, PNS sampai 
dengan Penjual eceran.  
b) Kegiatan masjid : Masjid Agung Al-Umaraini senantiasa melaksanakan 





pelaksanaan Shalat Jum‟at, peringatan hari-hari besar Islam, Shalat tarwih 
dan dilaksanakan pula kegiatan Insedentil seperti Pelatihan Sholat Khusyu. 
Daurah Penangan Jenazah danpengajian dengan mendatangkan pembicara 
dari  Makassar (tiap 2 bulan sekali) dan lain-lain, dalam pealksanaannya 
Masjid Agung Al-Umaraini sering bekerjasama dengan pihak seperti 
Pemrintah Daerah, Ormas dan Organisasi Kepemudaan. Untuk 
memperkuat fungsi masjid sebagai pembinaan ummat, Masjid Agung 
mrngelola TPA (Taman Pendidikan Al-Qur‟an  membina ratusan santri 
dan alumninya. Keberadaan TPA telah dirasakan manfaatnya bagi 
masyarakat Selayar selain itu dibuka pula program pembinaan tahfidz 
khusus bagi anak-anak SD untuk didik sebagai calon penghafal Al-
Qur‟an.Agar kegiatan masjid tertata dengan baik, dibentuklah Yayasan 
Masjid Agung Al-Umaraini dan Panitia Masjid Agung Al-Umaraini 
Bneteng, Yayasan sebagai payung menaungi semua aktifitas Masjid dan 
membantu fasilitasi tugas-tugas panitia masjid. Jika Yayasan bertugas 
memikirkan bagaimana pengembangan masjid ke depan, Panitia masjid 
bertugas melaksanakan operasional sehari-hari seperti melayani jamaah 
dan menjamin pelaksanaan sholat jamaah berjalan dengan  baik.  
b. Struktur Organisasi  
Susunan struktur organisasi Masjid Agung Al-Umaraini terdiri dari: 
a. Ketua, mempunyai fungsi memimpin dan mengorganisasi kegiatan 





pelaksanaan program kerja, mmembuat laporan pertanggung jawaban 
(LPJ) dari program-program yang telah dilakukan diakhir pengurusan. 
b. Wakil ketua 1dan II, mempunyai fungsi bertanggung jawab terhadap 
segala bentuk administrasi masjid dan melaporkan dan melaporkan 
serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas-tugasnya pada 
ketua. 
c. Sekretaris,  mempunyai fungsi bertanggung jawab terhadap segala 
bentuk administrasi masjid dan melaporkan serta mempertanggung 
jawabkan tugas-tugasnya pada ketua. 
d. Bendahara, mengelolah keuangan masjid, merencanakan, menyimpan, 
dan membukukan keuangan, mengeluarkan uang sesuai kebutuhan, 
menyimpan tanda bukti penerima dan pengeluaran dan membuat 
laporan rutin. 
e. Seksi Da‟wah dan Peribadahan,  berfungsi membuat jadwal TPA dan 
kajian kajian keagamaan, mengumumkan kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan  dakwah  dan mengkoordinir shalat jumat. 
f. Seksi Pembangunan, mempunyai fungsi membuat program rehabilitasi 
dan pembangunan masjid, membuat rencana anggaran dan mendata 
segala kerusakan sarana dan pra sarana masjid. 
g. Seksi Dana, berfungsi merencanakan sumber dana masjid. 
h. Seksi Kebersihan & Ketertiban, mempunyai fungsi mengatur 





i.    Seksi Pendidikan & Sosial, mempunyai fungsi menyantuni fakir 
miskin dan bakti sosial terhadap korban bencana alam. 
j. Seksi Perlengkapan. Berfungsi mendata segala kerusakan sarana dan 
pra sarana masjid. 
c.  Visi  
Menjadikan Masjid Agung Al-Umaraini sebagai pusat Ummat dan Rujukan 
Pengelolaan masjid di Kabupaten Selayar. 
 Misi 
1. Misi al- amr bi al-ma’ruf  wa al- nahy’an al-munkar ( memerintah 
kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran), yaitu menjadi 
lembaga amar ma‟ruf nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan 
As-Sunnah, dengan prinsip bil hikmah (bijakaana). Al-mauidzah 
hazana, dan al-jadal bi al-ahsan. 
2. Misi al-tathwir wa al-amn (pencerahan dan pemberdayaan), yaitu 
menjadi lembaga yang memberi pencerahan dan pe,berdayaan 
ummat melalui berbagai program pendidikan,pelatihan dan kajian 
ilmiah. 
3. Misi al-khidmah wa al-amn (pelayanan dan keamanan), yaitu 
menjadi lembaga yang memberi pelayanan terbaik bagi ummat 
atas berbagai problema kehidupan yang mereka hadapi, sehingga 







4. Misi ri’ayah (pemeliharaan) , yaitu menjadi benteng ummat Islam 
yang dapat memelihara dan menjaga mereka dari berbagai arus 
pemikiran, keyakinan, budaya, dan gaya hidup yang bertentangan 
dengan ajaran dan nilai Islam.  
 Sesuai dengan visi misi tersebut Masjid Agung Al-Umaraini berusaha 
memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Berbagai kegiatan yang dilakukan 
oleh Masjid Agung Al-Umaraini adalah dalam rangka memberikan sarana dan 
fasilitas kepada jamaah untuk dapat meningkatkan pengabdian kepada Allah, baik 
dalam bentuk habl min Allah (hubungan langsung kepada Allah) aupun habl min 
al-nas  (hubungan dengan sesama manusia). Dengan ikutnya para jama‟ah dalam 
berbagai kegiatan di Masjid Agung Al-Umaraini, diharapkan tidak saja keshalihan 
pribadi yang dibangun tapi juga sama dengan membangun keshalihan sosial.  
 2.  Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera 
a.  Profil  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang merupakan lanjutan dari 
Partain Keadilan (PK) yang tidak lolos electoral threshold pada pemilu tahun 
1999. Pk didirikan dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, 
Kebayoran Baru,  Jakarta pada tanggal 20 juli 1998. Presiden (ketua) partai ini 
adalah Numahmudi Isma‟il. Setalah dinyatakan lolos verifikasi Partai Keadilan 
(PK) pertama kali ikut dalam pemilu tahun 1999 dan meraih 1,4 juta suara. Akibat 





sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) yaitu 2%  maka PK 
harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di pemilu  berikutnya. Pada 
tanggal 9 Jumadil Ula 1423H atau bertepatan dengan hari sabtu, tanggal 20 April 
tahun 2002 , PKS didirikan di Jakarta dengan bergabungnya PK dan PKS maka 
secara otomatis semua hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan 
dan para kadernya.  
 Sejalan dengan dinamika ditingkat nasional maupun provinsi, PKS kabupaten 
Kepulauan Selayar mengalami dinamika serupa baik pergantian nama dari Partai 
Keadilan  menjadi Partai Keadilan Sejahtera, perubahan struktur maupun kiprah 
kelembagaan serta kader yang menjadi anggota legislatif. PK kabupaten 
Kepulauan Selayar dilantik dan diresmikan pada tanggal 9 April 2014 , pada 
waktu itu ditunjuk  Arfianto, STP sebagai ketua. Dinamika PK Kabupaten 
Kepuluan Selayar menjelang Pemilu 2015 sejalan dengan kebijakan partai secara 
nasional, yang antara lain meliputi  proses pengenalan partai dilakukan melalui 
Direct Selling (pengenalan partai dari rumah ke rumah), bakti sosial maupun 
Trainning Orientansi Pengenalan (TOP) partai bagi para tokoh masyarakat. 
Dengan kerja keras dan keterlibatan berbagai komponen masyarakat terutama 
tokoh agama sehingga pada pemilu tahun  2015 PK kabupaten Kepulauan Selayar 
memperoleh suara sebesar 4,034 suara sehingga memperoleh jatah satu kursi di 








b. Struktur Dewan Pengurusan Daerah (DPD) PKS  Kabupaten Kepulauan 
Selayar 
Adapun susunan Dewan Pengurusan Daerah PKS Kepulauan Selayar 
periode  2015-2020 
Penasehat: 
1. Drs. HM. Akib Patta. 
2. H. Andi Mappagau, SE 
3. Aru Saleh. 
4. Hj. Sitti Opu. 
5. Hj. Andi Suginna. 
Jabatan Nama  
Ketua umum Arfianto, STP 
Sekretaris Umum Rudi, S.Pt 
Bendahara Umum Andi Tanrasang, A.Md 
Sumber: PKS kabupaten kepulauan selayar 2017 
Bidang-bidang : 
1. Bidang  Kaderisasi: 
Ketua : Said Abu 
Sekretasis : Rustam Efendi, S.Pd.I 
2. Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) 
Ketua  :  Muh. Alim 






Deputy Kepanduan dan Pengamanan  : Iswandi, S,Kel 
Deputy Olahraga dan Kebugaran  : Muh. Iswan 
Deputy Jejaring Komunitas   : Budi Harmawansah 
3. Bidang Pembangunan Keummatan dan Dakwah 
Ketua         : Baso Daeng S.Pd.I 
Sekretaris : Muh. Iswan 
4. Bidang Hubungan Masyarakat 
Ketua : Ramli Noer S,ST 
Sekretaris : Samsuddin, S.Pd 
5. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga 
Ketua  : Nurdiana, ST 
Sekretaris : Asriani 
6. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup: 
Ketua : Andi Taniatta, SE 
Sekretaris : Andi Mappakaya, SE 
7. Bidang Polhukam 
Ketua : Hj. Eni Zainuddin 
Sekretaris : Hasmiatai  
8. Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi 
Ketua : H. Andi Parenrengi, SE 
Sekretaris : Muhammad Kasim 
9. Bidang Kepemudaan 





Sekretaris  : Burhan  
10. Bidang Ketenagakerjaan, Petani dan Nelayan 
Ketua :   Abd Latif G  
Sekretaris : Ahamuddin 
11. Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada 
Ketua : H.M. Suwandi, SE 
Sekretaris : Ince Aulia Rahman, SE 
12. Bidang Seni dan Budaya 
Keua : Muhammad Ilyas 
Sekrtaris : H. Suryadi  
13. Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader 
Ketua : Wahyuno T. Harry S, Sos 
Sekretaris : Arbin Asy‟ari. S, Pd 
14. Bidang Kesra  
Ketua : Kahar Muzakkar 
Sekretaris : Kamarong 
(Sumber : PKS  Kabupaten Kepulauan Selayar 2017) 
c. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera 
Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah: 





a) Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan 
maju yang berbasiskan pada nilai-nilai. Norma , hukum, moral yang 
ditopang oleh keimanan. Menghormati pluaritas, bersikap terbuka dan 
demokratis, dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.Pengertian 
genuin dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks 
masyarakat Indonesia di masa kini yang merealisasikanUkhuwwah 
Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah (kemanusiaan), dalam bingkai 
NKRI.  
b) Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik 
pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-budaya ditempatkan 
secara proporsial dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak  melewati 
batas. Itulah sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari 
jebakan dua kutub ekstrem mengurangi dan melebihkan (ifrath dan 
tafrith).  
c) Sejahtera secara standar berarti aman dan makmur. Aman adalah 
situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa takut, secara psikis sejahtera, 
sedangkan makmur adalah situasi kemanusiaan yang terbebas dari rasa 
lapar, secara fisik sejahtera.  
d) Bermartabat menuntut bangsa Indonesia untuk menempatkan dirinya 
sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat 
adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, 
politik, ekonomi, maupun budaya secara elegan sehingga memunculkan 





akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya 
bermuara pada produktivitas dan kreativitas. Kreativitas bangsa yang 
tinggi dapat mewujud dalam karya-karya adiluhung dalam berbagai bidang 
yang tak ternilai. Dari sana muncul rasa bangga pada diri sendiri dan 
penghormatan dari bangsa lain. Martabat memunculkan rasa percaya diri 
yang memungkinkan kita berdiri sama tegak, dan tidak didikte oleh bangsa 
lain. 
Adapun Misi yang diemban oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah: 
1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, 
peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. 
Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan 
fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling 
mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai 
kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang 
memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan 
reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem 
rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah 
pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk 
membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan 
hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari 
perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan 





daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan 
proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga lembaga kenegaraan 
di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas 
dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia 
berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling 
menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. 
Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang 
tertindas dalam merebut kemerdekaannya.  
2. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan 
kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, 
pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, 
yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan 
produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan 
dayasaing industri nasional dgn pendalaman struktur & upgrading 
kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi 
sumber pertumbuhan baru berbasis resources &knowledge. Semua itu 
dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan 
menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal 
dan (pelaku) usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, 
monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh 
penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin 





3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem 
pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk 
menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang 
professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok 
warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual, dan sosial sehingga dapat 
beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; 
dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi 
untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni 
dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam 
membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, 
serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, 
melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu 
proses pembangunan berkelanjutan. 
B. AkuntabilitasTerhadap Laporan Keuangan DalamMengelola Organisasi 
Nirlaba 
Akuntabilitas bentuk pertanggungjawaban dari pengelola laporan keuangan, 
bukti bahwa dana sumbangan yang disumbangkan oleh penyumbang 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dalam laporan keuangan mencakup mulai 
dari penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh pengelola keuangan 






Akuntabilitas atau tanggung jawab yaitu setiap anggota atau pengurus 
memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan, dalam hal ini pengurus wajib 
melaporkan keadaan keuangan yang terdapat dalam suatu organisasi nirlaba 
(Wirayuni, dkk 2015). Akuntabilitas diterapkan dengan tujuan agar organisasi 
nirlaba menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, mempunyai 
kredibilitas yang tinggi, sehingga pengambil keputusan dapat dengan mudah 
mengetahui aktivitas transaksi yang terjadi pada laporan keuangan organisasi 
nirlaba.  
1. Akuntabilitas Masjid 
 Yuwono (2005) menjabarkan bahwa akuntabilitas adalah 
pertanggungjawaban mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaannya 
harus benar dan dicatat pada laporan keuangan dan pertanggungjawabannya untuk 
masyarakat dan donatur. Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan organisasi 
nirlaba, dalam menjalankan organisasi nirlaba peran akuntabilitas sangatlah 
berpengaruh penting, agar dapat menarik kepercayaan masyarakat, hasil tersbut 
sesuai dengan penyataan ketua, bendahara dan jamaah Masjid Agung Al-
Umaraini, sebagai berikut pernyataanya : 
“Yah...., untuk akuntabilitas pada Masjid Agung Al-Umaraini meskipun 
belum mengikuti prosedur sebagaimana seharusnya tapi setidaknya kami 
sudah berusaha yah, semaksimal mungkin untuk menyajikan laporan 
pertanggungjawaban yaitu dalam bentuk laporan keuangan, dan kami akan 
terus dan terus belajar bagaimana cara menyajikan laporan keuangan yang 
sesuai dengan PSAK No.45”. (Wawancara Tanggal 27 Januari 2017).” 
 
 Sedangkan menurut Bendahara Masjid Agung Al-Umaraini juga 
memberikan peryataan yang mendukung ketua Masjid Agung Al-Umaraini 





“Akuntabilitas pada masjid Agung Al-Umaraini saya anggap sudah bagus 
yah..., karena walaupun kami tidak bertujuan untuk mencari laba, akan 
tetapi kami tetap harus menyajikan laporan keuangan tersebut karena 
pertanggungjawaban kami itu cukup besar dek.., kalau difikir – fikir, bukan 
hanya kepada para donatur, jamaah masyarakat, akan tetapi kepada Allah 
SWT yang senantiasa mengawasi kita, akan tetapi bentuk dari penyajiannya 
saja yang belum dapat kami sempurnakan sesuai dengan PSAK No.45, 
Insha Allah akan kami pelajari kedepannya yah bagaimana seharusnya, 
karena dalam organisasi nirlaba itu tidak mencari keuntungan toh, hanya 
melayani masyarakat.” (Wawancara Tanggal (28 Januari 2017).” 
 
 Demikian juga senada dengan pernyataan yang diberikan oleh jamaah yang 
sering melaksanakan sholat pada Masjid Agung Al-Umaraini sebagai berikut 
pernyataannya:  
“Saya sebagai jamaah sudah merasa puas dengan penerapan akuntabilitas 
pada Masjid Agung Al-Umaraini yang berarti sudah ada 
pertanggungjawaban yang dilakukan pihak pengurus dalam melaporkan 
laporan keuangannya kepada jamaah masyarakat dan juga terkhususnya 
kepada para donatur yang senantiasa menyumbangkan dananya”. 
(Wawancara Tanggal 29 januari 2017).” 
 
 
 Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam penerapan 
akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba pada 
Masjid Agung Al-Umaraini masih sangat membutuhkan pemahaman dan 
pembelajaran mengenai bagaimana laporan keuangan disajikan dikarenakan 
kurangnya pemahaman dari bendahara selaku pengelola laporan keuangan. 
Akuntabilitas tidak hanya mengenai pertanggungjawaban saja, akan tetapi yang 
perlu diperhatikan mengenai cara penyajian laporan keuangan untuk entitas 
nirlaba yang diatur dalam PSAK No.45 yaitu penyajian laporan posisi keuangan, 
laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan,adanya 
PSAK No.45 laporan keuangan tersebut menjadi lebih mudah dipahami, memiliki 





masih menerapkan pencatatan yang sederhana saja yaitu dengan mencatat kas 
masuk dan kas keluar pada laporan keuangan yang disajikan.  
 Pernyataan dari informan sesuai dengan stewardship theory bahwasanya 
kepentingan utama manajemen adalah kepentingan organisasi yaitu melayani 
kepentingan masyarakat, donatur atau penyumbang, stewardship dibangun atas 
dasar mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu 
bertindak penuh tanggungjawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak 
lain. 
a.  Perolehan Dana Masjid Agung Al-Umaraini 
 Sesuai dengan PSAK. No.45 yang mengatakan karakteristik organisasi 
nirlaba berbeda dengan entitas bisnis perbedaan utama yang mendasar terletak 
pada cara entitas memperoleh sumber daya yang dibuttuhkan untuk melakukan 
berbagai aktivitas operasinya, entitas nirlaba memperoleh dana dari para 
penyumbang atau donatur, yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau 
manfaat ekonomi, hal ini sesuai dengan pernyataan informan, sebagai berikut 
pernyataannya :  
“Pertama..., Dana yang masuk pada kas Masjid Agung Al-Umaraini itu ada 
dua, yang pertama dana dari donatur tetap yang setiap bulannya 
menyumbangkan dananya kepada masjid, dan yang kedua itu dari celengan 
yang selama ini di tempatkan di tempat sholat khusus wanita dan pria, kalau 
model pencatatannya.”(Wawancara dengan Ketua Masjid Agung Tanggal 
27 Januari 2017) 
  
 Pernyataan yang senada diberikan oleh bendahara Masjid Agung Al-
Umaraini, berikut pernyataannya :  
“Dana yang didapat Masjid Agung Al-Umaraini itu berasal dari dua sumber 





ada di Benteng Selayar, instansi, masyarakat, dan yang kedua penerimaan 
isi kotak amal setiap ahad, dan dimasukkan dilaporan keuangan per 
minggunya dan ada juga laporan untuk per satu bulannya.” 
  
 Pernyataan yang mendukung juga diutarakan oleh Jama‟ah yang sehari-
harinya melakukan sholat berjama‟ah di Masjid Agung Al-Umaraini, sebagai 
berikut pernyataannya:  
“Dana yang didapatkan Masjid Agung Al-Umaraini selama ini..., berasal dari 
dua sumber yaitu, sumber yang pertama dari jamaah itu ada 2 macam yaitu 
yang tetap (donatur tetap) yang kedua dari isi kotak amal yang dibuka setiap 
minggunya untuk dimumkan pada hari jumat‟at sebelum Sholat Jumat 
dilaksanakan” 
 
 Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sumber dana dapat 
diperoleh dari tiga unsur, baik dari penyumbang, donatur tetap, atau isi kotak 
amal, dan pencatatannya dicatat setiap terjadinya transaksi dan dibukukan pada 
laporan keuangan dan akan diinformasikan setiap pekannya pada saat sebelum 
Sholat Juma‟at dilaksanakan, dan untuk laporan per satu bulannya diakumulasikan 
dan di catat pada papan pengumuman yang biasanya terdapat disetiap masjid, 
sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dan transparan dalam mengelola laporan 
keuangan. 
b. Pemanfaatan Dana Masjid  
Pemanfaatan dana Masjid harus jelas untuk apa dan dimanfaatkan untuk 
kebutuhan apa saja, agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan pada laporan 
keuangan yang akan di laporkan kepada penyumbang atau donatur yang telah 
menyumbangkan dananya, pemanfaatan dana harus berkaitan dengan masjid itu 





masjid, yang nantinya semua kegiatan dari masjid yang mengeluarkan dana 
masjid dicatat pada laporan keuangan masjid  hal ini sesuai dengan pernyataan 
informan yang menyatakan sebagai berikut : 
“Tentu saja pemanfaatannya untuk masjid itu sendirimi..., pemanfaatannya 
untuk kebutuhan rutin pastinya, ada juga namanya kebutuhan insidentil, 
kebutuhan rutin itu yaitu kebutuhan yang rutin setiap hari, pekan atau bulan 
dibayarkan, yang setiap pekan itu misalnyakan yah,insentif para khotib yang 
harusdiberikan setiap Jum‟at sedangkan yang rutin dibayar setiap bulan 
yaituinsentif imam, muadzin, pembelian sapu untuk masjid, pengharum 
ruangan, tukang bersih-bersih masjidnya dan penjagamasjidnya dek...,” 
(Wawancara ketua Masjid Agung) 
 
 Pernyataan yang sesuai dan menguatkan dari jamaah Masjid Agung Al-
Umaraini: 
“Macam-macam pemanfaatandananya itu dek, yang saya ketahui mi ini 
nah..., ada untuk kebutuhan masjid seperti pembeli sapu, digunakan juga 
untuk membayar para khotib setiap hari Jumat, imam, pengelola masjid juga 
diberikan insentif” 
 
Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa pemanfaatan dana masjid itu 
beragam, ada kebutuhan setiap pekan dan setiap bulan yang harus dikeluarkan, 
untuk kebutuhan pekannya yaitu insentif khotib, insentif para imam, dan untuk 
kebutuhan bulanannya yaitu, pembelian perlengkapan masjid seperti halnya sapu, 
pengharum ruangan, pembayaran untuk muadzin, insentif untuk cleaning 
service,dan penjaga masjid, pemanfaatan dana tersebut harus jelas diperuntukkan 
untuk masjid, bukan kepentingan pribadi dari pengurus, karena para penyumbang 
menyumbangkan dananya agar masjid tetap dapat membiayai kebutuhan insidentil 
dari masjid.  
Mengenai pencatatan pengeluaran dan pemasukan dari organisasi nirlaba 





dalam laporan keuangan hal ini sesuai dengan pernyataan bendahara Masjid 
Agung Al-Umaraini :  
“Oh.., jelas dilakukan pencatatannya dek, karena itu kan termasuk 
pengeluaran dari masjid pencatatannya itu masuk di biaya pengeluaran rutin 
setiap Jum‟at, yang nantinya kan  diakumulasikan dan masuk dilaporan 
keuangan bulanan. Kemudian dicantumkan pada papan pengumuman” 
(Wawancara dengan Bendahara masjid) 
  
 Dari pernyataan bendahara masjid menjelaskan bahwa pemberian insentif 
yang diberikan untuk masing masing tugas sudah tercatat dalam laporan keuangan 
yang termasuk dalam pengeluaran rutin per pekan, dan pada akhir bulan akan di 
akumulasikan dana masuk dan dana keluar selama satu bulan, dari hasil akumulasi 
per pekannya nantinya akan dimasukkan pada laporan pertanggungjawaban per 
satu bulannya dan selain dibuat pada kertas yang akan dibacakan nantinya oleh 
protokol, akan dibuat rekap per satu bulannya pada papan pengumuman yang 
berada pada Masjid Agung Al-Umaraini. 
c.  Pencatatan Dana Masjid  
Sesuai dengan PSAK No.45 unsur – unsur laporan keuangan organisasi 
nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, 
catatan atas laporan keuangan.  
1. Laporan posisi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi 
mengenai aset, liabilitas dan aset neto. Informasi dalam laporan posisi 
keuangan yang digunakan bersama pengungkapan, dan informasi 
keuangan dalam laporan keuangan lain dapat membantu pemberi sumber 





2. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai 
(a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubahjumlah dan sifat 
aktiva bersih, (b) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) 
bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai 
program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan 
bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan 
lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur 
dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, 
(b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan 
memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan 
kinerja manajer. 
3. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai 
penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. 
4. Catatan atas laporan keuangan bertujuan mencatat informaasi ringkasan 
kebijakan akuntasi dan informasi penjelasan lain.  
 Hal ini tidak sesuai dengan sistem dan bentuk pencatatan laporan keuangan 
yang terjadi pada Masjid Agung Al-Umaraini, sebagai berikut pernyataannya : 
“Bentuk pencatatannya itu..., yah seperti penyajian laporan keuangan per 
bulannya, seperti kas masuk dan kas keluar saja, tidak hanya per bulan di 
masjid Agung itu toh ada laporan per pekannya dek karena..., adanya mi itu 
pemberian insentif khotib yang sudah pasti dikeluarkan setiap 














PENERIMAAN & PENGELUARAN MASJID AGUNG AL-UMARAINI 
KEPULAUAN SELAYAR 
PER HARI JUM’AT S.D HARI INI (09/12/2016) 
Saldo Kas Jum‟at Lalu     Rp.24.400.500  
Penerimaan 
 Terima Isi Kotak Amal Jum‟at lalu (2/12/16) Rp. 2.240.000   
 Terima sumbangan dari hamba Allah              Rp.    500.000 
 Terima donasi untuk bulan desember 2016     Rp. 1.140.000  
 Jumlah Penerimaan    Rp.    3.880.00 
 Jumlah Penerimaan  + saldo    Rp. 28.280.500 
Pengeluaran  
 Bayar pengeluaran rutin Jum‟at, alat pembersih,             
     tempat wudhu dan masjid, pelampung fiber 2                   Rp.   670.000 
 Pengeluaran rutin petugas masjid bulan desember 2016   Rp.2.700.000 
 Bayar biaya penginapan khotib Jum‟at selama 7 Malam  Rp.2.590.000 
 Jumlah Pnegeluaran                                                           Rp.5.960.000 
 Saldo Kas sampai hari ini                                                                        Rp. 22.320.500 
Sumber : Bendahara Masjid Agung Al-Umaraini 
 
 
Sesuai dengan tabel 4.1 dan pernyataan bendahara Masjid Agung bahwa 
pencatatan yang diterapkan masih sangat sederhana yaitu dengan mencatat kas 
keluar dan kas masuk yang ada pada masjid, belum menerapkan laporan keuangan 





PSAK No. 45 menjadi salah satu penyebab terjadinya laporan keuangan 
organisasi nirlaba  dibuat sederhana, karena yang dicatat hanya kas masuk dan kas 
keluar. Dari pernyataan tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa masjid sebagai 
entitas nirlaba tidak menerapkan pencatatan keuangan sesuai yang diatur dalam 
PSAK.No 45, hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut : 
“Sepengetahuan saya tidak yah..., sedikit mengetahui tentang PSAK No.45 
itu dalam menyajikan laporan keuangannya ada yang namanya laporan arus 
kas karena kami disini kurang paham dan kurang mengetahui bagiamana 
laporan arus kas makanya kami sajikan secara sederhana saja.., itu yang 
menjadi kendala bagi kami selaku pengurus belum mampu menerapkan 
penyajian secara sempurna sesuai dengan PSAK No.45 tapi kami sudah 
berusaha sebisa mungkin untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat 
mudah dipahami oleh masyarakat, begitu saja untuk sementara 
dek.....”(Wawancara dengan ketua masjid) 
 
 Pernyataan yang sama dan mendukung dari bendahara masjid, sebagai 
berikut pernyataannya : 
“Kalau mau merujuk ke PSAK No.45 yang didalam laporan keuangan itu 
harus ada  laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan....., ada lagi dek 
tapi saya lupa..., artinya tidak sesuai dengan penyajian laporan keuangan 
dari masjid  dengan PSAK No.45, karena jujur saja kita disini masih kurang 
paham dengan itu, jadi..., laporan keuangan yang kami sajikan cukup 
sederhana saja yang dapat kami mengerti, jamaah, dan masyakaratpun juga 
demikian.” 
 
 Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa Masdji Agung  walaupun 
telah menyajikan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban ke 
masyarakat, donatur dan jamaah standar laporan keuangan yang disajikan sangat 
sederhana dan belum sesuai PSAK No. 45 yang menyatakan laporan keuangan 
untuk entitas nirlaba itu ada empat yaitu laporan posisi keuangan, laporan 
aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, hal ini dikarenakan 





laporan keuangan, sehingga berdampak pada hasil yang menjadi output dari 
laporan keuangan tersebut.  
2. Akuntabilitas  Partai Politik 
  Aspek keuangan pada partai politik dapat dikatakan sebagai aspek yang 
paling penting karena dapat menentukan kelangsungan hidup dan kredibilitas 
partai, dan secara keseluruhan dapat mempengaruhi kualitas proses politik pada 
suatu negara. Partai politik dapat melaksanakan fungsinya apabila memiliki 
pendanaan yang besar dan berlanjut, sementara disisi lain partai politik dituntut 
menjaga independensi, kemandirian, dan bersih dari praktik terlarang, maka dari 
itu diperlukan penerapan akuntabilitas pada Partai.( Halim dan Syam, 2012:415) 
  P artai politik yang termasuk dalam entitas nirlaba menerapkan akuntabilitas 
dalam pengelolaan keuangannya agar mampu memberikan pertanggungjawaban 
mengenai dana bantuan yang diberikan dari pemeritah, dana sumbangan dari 
donatur dan dana infaq dari anggota DPR. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
informan sebagai berikut : 
 “Penerapan akuntabilitas yang diterapkan pada partai keadilan sejahtera ini 
saya rasa sudah cukup efektif dan baik karena pertanggungjawabannya 
melalui penyajian laporan keuangan meskipun pembuatannya hanya selama 
satu periode berlangsung untuk bantuan dana hibah dari pemerintah. 
(Wawancara ketua PKS Tanggal 29 Januari 2017).” 
  
 Demikian juga senada dengan pernyataanyang diberikan oleh bendahara 
Partai Keadilan Sejahtera, sebagai berikut pernyataannya:  
“Akuntabilitas yang diterapkan pada Partai Keadilan Sejahtera menurut saya 
baikmi toh..., karena dengan adanya laporan keuangan yang kami buat sama 
halnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kami sesuai dengan PSAK.No 
45 bahwa partai politik yang termasuk dalam organisasi nirlaba yang berarti 





tapi kekurangannya itu laporan yang disediakan belum sesuai standar PSAK 
No.45”.(Wawancara 30 Januari 2017).” 
 
 Selain pada ketua Partai Keadilan Sejahtera dan bendahara pernyataan yang 
senada diberikan oleh kader dari Partai Keadilan Sejahtera, sebagai berikut 
pernyataannya:  
“Saya sebagai kader dari Partai Keadilan Sejahtera toh..., merasa bahwa 
akuntabilitas pada Partai Keadilan Sejahtera sudah bagus karena setiap ada 
transaksi yang terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera pasti selalu dilakukan 
pencatatan sebagai bukti pertanggungjawaban agar terhindar dari money 
politic”.(Wawancara Tanggal 31 Januari 2017).” 
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 
akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba pada 
Partai Keadilan Sejahtera sudah diterapkan seideal mungkin, sudah ada usaha dari 
para pengurus untuk menerapkan akuntabilitas pada Partai Keadilan Sejahtera, 
akan tetapi adanya kendala terhadap penyajiannya yang belum sempurna yaitu 
tidak sesuai dengan PSAK No.45, karena masih sangat sederhana dan hanya 
mencatumkan kas masuk dan kas keluar saja. Akuntabilitas diterapkan agar 
mendapat laporan keuangan yang baik yang dapat dipergunakan semaksimal 
mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai, pemerimtah, penyumbang, 
kreditur dan publik dalam membantu menilai dan mengevaluasi kinerja partai. 
a.  Perolehan Dana Partai Politik 
 Menurut Halim dan Syam (2012:414) Kegiatan manajemen keuangan 
adalah terkait dengan cara memperoleh dana dan menggunakan dana, sumber 
pendanaan partai politik berasal dari : 
1. Iuran anggota  





3. Bantuan keuangan dari anggaran negara atau daerah. 
 Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang 
mengatakan : 
“Kalau di partai PKS itu...ada yang namanya penerimaan rutin, dan 
penerimaan rutin itu ada dua yang pertama dari bantuan partai politik dan 
setiap parpol yang ada kursinya di DPRD itu ada bantuan dari pemerintah 
daerah dan tergantung dari jumlah suaranya,.... dan kedua itu ada juga yang 
namanya iuran...anggota DPR biasanya yang setiap bulannya disumbangkan 
kepada PKS, nah....itu yang rutin dana penerimaan dari Partai Keadilan 
Sejahtera.” (Wawancara Tanggal 31 Januari Ketua Partai Keadilan 
Sejahtera) 
 
 Sedangkan pernyataan mendukung yang diberikan oleh bendahara Partai 
Keadilan Sejahtera, sebagai berikut pernyataannya : 
“...Sumber dana yang diperoleh dari PKS itu ada 2 macam yah..., yang 
pertama...itu dana bantuan untuk parpol dan yang kedua yaitu iuran anggota 
DPR untuk setiap bulannya yang ditentukan melalui kesepakatan untuk 
setiap bulannya (dua) 2 juta perbulan untuk setiap anggota, dua juta tersebut 
tidak langsung ditentukan tapi ada rapat internal kita mengajukan angka 
berapa nanti yang menyetujui itu adalah pusat, seperti halnya kemarin kita 
sebenarnya mengajukan angka 1.500.000 saja per anggota yang duduk, tapi 
tidak disetujui ki sama pusat, minta ditambah 500.000 lagi.” 
 (Wawancara dengan Bendahara Partai Keadilan Sejahtera) 
 Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa dana yang didapat dari 
Partai keadilan Sejahtera itu berasal dari pemerintah daerah jika mendapatkan 
bantuan dana hibah dengan syarat bahwa harus ada kursi dan berapa banyaknya 
suara yang diperoleh, dan selanjutnya ada sumbangan dari anggota DPR dengan 
mengadakan rapat internal untuk penentuan jumlah iuran lalu disetuji oleh pusat 
dan diharuskan untuk menyumbang setiap bulannya sebanyak (dua) 2 juta per 







b.  Pemanfaatan Dana Partai Politik 
  Sementara penggunaan dana terkait dengan aktivitas-aktivitas yang 
dilakukan oleh partai politik, baik yang bersifat rutin masupun insidentil, pada 
dasarnya semua aktivitas yang berkenaan dengan aktivitas politik secara langsung 
maupun tidak langsung, boleh dilakukan oleh partai politik selama tidak dilarang 
oleh hukum atau aturan perundang-undangan (Halim dan Syam, 2012:414). Hal 
ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan informan, sebagai berikut : 
“emh.. kalau bantuan pemda itu yang kita biayai...sesuai dengan aturannya 
itu..., ada dua bagian, yang pertama yaitu pendidikan politik seperti 
misalnya:...training orientasi partai atau TOP, workhsop peningkatan 
kapasitas angota, ada juga namanya itu seminar, ada juga kegiatan di 
wilayah seperti muswil musyawarah wilayah, ada pengiriman utusan 
ke....pendidikan di tingkat wilayah.. nah itu yang pertama dibiayai dek, yang 
ke dua itu adalah sekretariatan, sekertariat ini yang dimaskud adalah yang 
habis pakai seperti pembelian kertas, pembelian alat tulis.” 
(Wawancara dengan Ketua Partai Keadilan Sejahtera) 
 
 Pernyataan senada dari bendahara Partai Keadilan Sejahtera adalah : 
“yang didanai oleh pemerintah dalam hal ini adalah...menyangkut dana 
Bangpol itu ada dua garis besar, dimana yang pertama itu biaya pendidikan 
politik...dan yang kedua biaya operasional kesertariatan. Biaya pendidikan 
politik itu ada beberapa item didalamnya.., emh.., yang pertama itu seminar 
yang kedua lokakarya, yang ketiga yaitu dialog interaktif dan yang ke empat 
workhsop. Kemudian biaya operasional kesekrtariatan itu...., yang pertama 
khusus sekertaris biaya alat tulis, dan selanjutnya yaitu..., ada perjalanan 
dinas, jadi...dek intinya disini dana bangpol itu tidak boleh digunakan untuk 
pengadaan barang, yang saya maksud disini misalnya mobil, dan yang boleh 
itu misalnya maintanance, maintanance itu juga yang dimaksud bukan 
maintanance bangunan akan tetapi...., maintanance untuk sekertariat itu..., 
misalnya toh ada printer yang rusak nah itu bisa masuk dek, artinya sesuatu 
yang habis pakai.” (Wawancara dengan Bendahara Partai Keadilan 
Sejahtera) 
 
 Dari pernyataan ketua dan bendahara masjid dapat dijelaskan bahwa 





yaitu pendidikan politik seperti misalnya training orientasi partai atau TOP, 
workhsop peningkatan kapasitas anggota, dan seminar yang diadakan partai, 
kegiatan di wilayah seperti musyawarah wilayah, pengiriman utusan ke 
pendidikan di tingkat wilayah, perjalanan dinas, dan yang kedua itu kebutuhan 
habis pakai yang dibutuhkan oleh kesekretariatan Partai Keadilan Sejahtera. 
Kebutuhan habis pakai yang dimaksud adalah seperti halnya kertas, tinta print, 
dan lain-lain, inti dari pemanfaatan dana bantuan parpol tidak boleh untuk 
pengadaan barang mislanya pembelian mobil, akan tetapi untuk maintenance atau 
biaya pemeliharaan seperti misalnya ada print yang rusak boleh dipakai untuk 
biaya perbaikan print tersebut. 
  Halim dan Syam (2012:416) Parati politik mendapatkan bantuan dana 
hibah dari pemerintah yang bisa disebut dengan bantuan keuangan partai politik, 
tidak secara langsung pemerintah memberikan memberikan bantuan tersebut 
bantuan tersebut harus dimanfaatkan sesuai perjanjian yang mengatakan bahwa 
bantuan tersebut benar dimanfaatkan untuk kegiatan partai politik , mislanya 
pengadaan seminar, lokakarya, dialog interaktif, workshop, dan biaya operasional 
kesekretariatan, dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada bangpol dan 
akan di konfirmasi oleh pihak BPK apakah bantuan dana hibah tersebut sesuai 
perjanjian atau tidak. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yang 
menjelaskan bahwa : 
“Harus sesuai..., karena laporan pertanggungjawabannya itu disetor ke 
Bangpol dan apakah di manfaatakan sesuai isi perjanjian atau tidak itu 






 Pernyataan yang mendukung juga diberikan oleh Kader dari Partai Keadilan 
Sejahtera, sebagai berikut pernyataannya : 
“Iya disesuaikan dengan kesepakatan perjanjian dek, dan yang memeriksa 
langsung itu dari Bangpol dan untuk isi perjanjiannya sesuaiji atau tidak 
akan dikonfirmasi oleh BPK.” 
 (Wawancara dengan salah satu kader Partai Keadilan Seajhtera) 
 
  Dapat dijelaskan dari pernyataan informan mengenai perjanjian yang 
diberikan pemerintah dalam memberikan dana bantuan kepada partai politik harus 
sesuai dengan isi perjanjian dimana jelas tercantum bahwa dana tersebut 
diperuntukkan untuk apa saja, apakah sesuai dengan perjanjian atau tidak dan 
laporan pertanggungjawaban partai diserahkan  ke Bangpol untuk diperiksa dan 
dikonfirmasi oleh pihak BPK mengenai isi perjanjian tersebut apakah sesuai 
dengan perjanjian atau tidak. 
c.  Pencatatan Dana Partai Politik 
 Organisasi partai politik merupakan organisasi yang tidak bermotif untuk 
mencari laba dan bertujuan untuk memperjuangkan cita – cita para anggotanya 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diwujudkan 
secara kosntituisonal.  
 Kebanyakan organisasi nirlaba menggunakan beberapa parameter tunggal 
sebagai ukuran keberhasilannya, seperti jumlah dana sumbangan yang diperoleh, 
pertumbuhan jumlah anggota, jumlah pengunjung, jumlah orang yang dilayani, 
dan biaya overhead mampu diminimalisasikannya (Bastian, 2007). Untuk itu  
perlakuan akuntansinya dan pelaporan keuangannya mengacu pada PSAK No.45, 
yaitu unsur laporan keuangan dari PSAK No.45 adalah laporan posisi keuangan, 





ini tidak sesuai yang terjadi dilapangan dimana para informan mengatakan sebagai 
berikut : 
“jadi...,kalau sistem pencatatan transaksinya itu... sama dengan yang lain, 
misalnya ada kejadian atau transaksi yang berlangsung, langsung dicatat, 
baik itu transaksi pengeluaran kas atau pemasukan kasnya Partai Keadilan 
Sejahtera.” (Wawancara dengan Ketua Partai Keadilan Sejahtera).   
 
 Pernyataan yang sama dan mendukung dari bendahara Partai Keadilan 
Sejahtera, sebagai berikut pernyataannya :  
  
“pencatatannya itu yah..., sepeti lazimnya saja dek..., kas masuk dan kas 
keluarji karena kita disini sebagai bendahara tidak ada basic sebenarnya 
pada akuntansi atau ekonomi soal catat mencatat keuangan, kurangnya 
pemahaman dan pengetahuan untuk pencatatan seperti ini yah, jadi 
disederhanakan ji saja, nah itumi tadi hasilnya kas keluar untuk apa saja dan 





Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik  
Tahun Anggaran 2016 
 
Nama Partai Politik     : Partai Keadilan Sosial  
Jumlah Dana Yang Diterima TA 2016  : Rp. 68.744.100,00 
No. JENIS PENGELUARAN REALISASI 
1. 2 3 
A PENDIDIKAN POLITIK   







 Rp. 3.507.500 





 1. Administrasi Umum 
a. Keperluan ATK  
b. Rapat Internal  
c. Ongkos Perjalanan Dinas 
 
        RP.  1.007.000 
        Rp.  4.608.000 
Rp.14.230.200 
 2. Langganan Daya dan Jasa 
a. Telepon dan Listrik 
b. Air Minum 
 
c. Jasa Pos dan Giro  
 
d. Surat Menyurat 
 
3..Pemeliharaan Data dan Arsip 
4. Pemeliharaan Peralatan Kantor  
 
        Rp.6.112.300 
        Rp.   340.000 
- 
 
        Rp.1.100.000 
 
- 
        Rp.     100.000 
 TOTAL         Rp.68.743.900 
 SALDO       Rp.              200 
Sumber : Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar  
Dari pernyataan dan tabel 4.2dapat dijelaskan bahwa sistem pencatatan 
keuangan dari Partai Keadilan Sejahtera seperti pencatatan kas masuk dan kas 
keluar saja, tidak ada penerapan laporan posisi keuangan, laporan arus kas, 
laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan karena seperti yang terdapat 
dalam unrus – unsur laporan  keuangan organisasi nirlaba, PKS hanya 
menerapkan laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami oleh para 
pengguna laporan keuangan tersebut.  
  Keberhasilan suatu partai politik diukur dengan banyaknya jumlah suara 
yang direbutnya dari pemiliha umum, hal ini menjadikan salah satu karakteristik 





politik memperjuangkan kepentingan baik angoota bangsa dan negara melalui 
kegiatan pemilu. Jika partai politik tidak mendapatkan kursi karena calon yang 
diajukan tidak terpilih maka akan berdampak pada tidak adanya bantuan dana 
hibah dari pemerintah, dan bantuan dana hibah sangat tergantung pada jumlah 
anggota yang yang terpilih untuk duduk di DPR, hal ini sesuai dengan pernyataan 
informan yang mengatakan : 
“Jadi...PKS itu kan baru lagi ada kurisnya, mulai dari 2014,2015 dan 2016, 
dulu waktu 2007, 2008 dan 2009 juga dapat Cuma 2010 saja yang kosong 
tidak ada bantuan dari pemerintah daerah.” 
(Wawancara dengan Ketua Partai Keadilan Sejahtera) 
 
  Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak selamanya bantuan 
dari pemerintah didapatkan oleh partai, sesuai kursi yang diperoleh oleh partai dan 
jumlah bantuannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang duduk di DPR.  
d. Penginformasian Dana Partai Politik  
Karena partai politk memperoleh dana dari iuran anggota, dan bantuan 
keuangan dari pemerintah daerah sebagai dana hibah maka sudah menjadi 
keharusan partai politik untuk menyajikan laporan keuanganya kepada pihak 
internal dan pemerintah selaku pemberi dana hibah ( Halim dan Syam, 2012:414). 
Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan: 
“Pertanggungjawabannya itu kepada pemerintah, dankalaupun ada diluar 
dari itu...,yah..., pertanggungjawabannya untuk internal saja dek..” 
(Wawancara dengan Kader Partai Keadilan Sejahtera) 
 
Pernyataan Yang sama diberikan oleh Ketua Partai Keadilan Sejahtera, 
sebagai beikut pernyataannya : 
“Itu alur pertanggungjawabannya dek..., kalau untuk dana bantuan parpol 
sudah jelas pertanggungjawabannya kepemrintah yang laporan 





konfirmasi oleh BPK, nah..., kalau untuk dana sumbangan dari anggota 
DPR itu pertanggungjawabannya ke internal dek.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban yang diberikan yang pertama itu kepada pemerintah daerah 
selaku pemberi dana hibah atau dana bantuan parpol, yang laporan 
pertanggungjawabannya diserahkan kepada Bangpol, dan pertanggungjawaban 
terhadap internal partai, selaku pemberi iuran per bulan dari anggota yang duduk 
di DPRD. 
C. Transparansi Terhadap Laporan Keuangan Dalam Mengelola Organisasi 
Nirlaba  
Transparansi secara umum adalah memberikan informasi keuangan yang 
terbuka dan jujur kepada masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap 
laporan keuangan dengan berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 
dalam pengelolaan dana yang dipercayakan kepada pengelola keuangan dalam 
organisasi nirlaba.   
Transaparansi adalah salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan yang 
baik. Transparansi adalah  dalam menjalankan suatu organisasi, mengungkapkan 
hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki 
kepentingan. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya 






1. Transparansi Laporan Keuangan Masjid  
 Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan 
pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan 
atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa 
informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta 
bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh 
organisasi tersebut.  
Transparansi menjadi hal yang penting selain dari akuntabilitas yang 
diterapkan oleh suatu organisasi dalam mengelola laporan keuangannya, konsep 
transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses 
penyelenggara pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah. 
 Mengingat pengurus dalam organisasi nirlaba memiliki kewenangan 
mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi pembangunan dan 
keberlanjutan dari sebuah organisasi nirlaba khususnya masjid, pihak pengurus 
masjid harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang 
dikerjakannya dengan penerapan transparansi pada laporan keuangan diharapkan 
tidak ada lagi keterbatasan yang dirasakan pihak – pihak yang membutuhkan 
laporan keuangan tersebut sehingga informasi bebas diakses bebas didapatkan dan 
dapat menjadi konsumsi publik, hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut : 
“iya...,tentu dapat diakses oleh siapa saja, toh laporan keuangan dari Masjid 
Agung Al-Umarini memang dibuat sebagai pertanggungjawaban untuk 
publik dan internal masjid.”(Wawancara dengan Ketua Masjid Agung) 
 
Pernyataan yang senada juga diberikan oleh Bendahara Masjid Agung, 





“ohh...jelas bisa..., karena laporan keuangan memang untuk dipublikasikan 
dan dapat diakses oleh siapa saja, melelaui bendahara atau bisa dengan 
hanya melihat papan pengumuman yang ada pada masjid.” 
 
Kesimpulan dan penjelasan yang dapat diperoleh dari wawancara tersebut 
adalah siapa saja berhak mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan yang 
memang diperuntukkan untuk publik yaitu masyarakat dan jamaah, tidak ada yang 
dirahasiakan agar dapat mewujudkan penerapan transparansi tersebut, untuk 
mengakses informasi mengenai masjid khususnya laporan keuangannya bisa 
dengan menghubungi bendahara dari Majid Agung Al-Umaraini, penerapan 
transparansi dimaskudkan agar dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan 
yang marak dilakukan pada organisasi nirlaba dan dilakukan oleh oknum yang 
tidak bertanggungjawab. 
 Penerapan transparansi dalam mengelola laporan keuangan masjid dapat 
memberikan dampak yang positif bagi para pengurus dan para pemakai laporan 
keuangan tersebut, dampak bagi para pengurus ialah masyarakat atau para donatur 
tidak akan ragu memberikan dana atau sumbangan jika dalam pengelolaan laporan 
keuangannya transparan sehingga para donatur tidak akan berfikir akan adanya 
penyalaah gunaan dana dari pihak pengurus masjid, untuk para masyarakat 
terbukanya informasi yang disediakan oleh pengurus masjid mengenai kegitatan 
masjid dan laporan keuangannya. Pernyataan ketua, bendahara dan jamaah masjid 
mengenai penerapan transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
organisasi nirlaba, sebagai berikut pernyataannya : 
“...yah..., setidaknya kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk 
menerapkan transparansi untuk setiap kegiatan yang diadakan Masjid 





keuangan Masjid Agung Al-Umaraini karena memang laporan keuangan itu 
harus menjadi konsumsi publik dek, jadi..., saya rasa kami selaku pengurus 
sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa setiap entitas 
nirlaba walaupun tidak berorientasi untuk mendapatkan laba kami tetap 
harus membuat laporan keuangan untuk organisasi tersebut.., karena terkait 
pertanggungjawabannya kepada pihak yang membutuhkan laporan 
keuangan masjid, kepada pihak yang telah sukarela memberikan sumbangan 
kepada masjid, dan tidak lupa pertanggungjawaban yang paling berat itu 
kepada Allah SWT yang maha mengetahui segalanya apa yang kita perbuat 
dibumi yah.., dengan harapan Masjid Agung Al-Umaraini menjadi lebih 
baik kedepannya dalam hal pembangunannya agar masyarakat bisa dengan 
khusuyu‟beribadah ditempat ini.” (Wawancara dengan ketua pengurus 
masjid Agung Al-Umaraini) 
 
Pernyataan senada diberikan oleh bendahara Masjid Agung Al-Umaraini, 
sebagai berikut pernyataannya : 
“kalau saya sendiri merasa toh.., sudah transparan dek karena masyarakat 
dan jamaah sendiri sudah bisa merasakan dari adanya penerapan 
transparansi terhadap laporan keuangan yaitu bebasnya masyarakat 
mendapatkan informasi mengenai masjid dan kegiatan masjid..., bisa 
dibayangkan jika penerapan transparansi tidak diterapkan dek bisa jadi 
masyarakat tidak akan mempercayakan kepada pengurus masjid dana yang 
disumbangkan, yang berdampak pada tidak jalannya kegiatan operasional 
dari masjid.” 
 
Pernyataan yang sama dan mendukung dari jamaah yang sering melakukan 
sholat pada Masjid Agung Al-Umaraini, sebagai berikut pernyataannya :  
“sebagai jamaah disini..., saya merasa puas dan cukup atas transparansi 
yang dilakukan pengurus Masjid Agung Al-Umaraini kami sebagai 
masyarakat tidak pernah merasa dibatasi kalau mau mengetahui bagaimana 
laporan keuangannya dan pemanfaatan dananya.” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa penerapan 
transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba 
terlaksana secara baik dapat dilihat dari cara pengurus Masjid Agung Al-Umaraini  





akhir bulan melakukan rapat dengan para pengurus dan dihadiri oleh dewan 
pembina, dan pemberian informasi  melalui papan informasi yang menulsikan 
jumlah kas keluar dan kas masuk per satu bulan dan sisa saldo pada akhir bulan 
tersebut, transparansi yang diterapkan terhadap laporan keuangan masjid dapat 
berdampak kepada kepercayaan masyarakat atau jamaah lainnya untuk tidak ragu 
dalam menyumbangkan dananya atau menjadi donatur tetap untuk Masjid Agung 
Al-Umaraini,selain pertanggungjawaban kepada masyarakat, pertanggungjawaban 
kepada Allah SWT yang paling penting, karena Allah SWT yang maha 
mengetahui segalanya apa yang kita perbuat dibumi.  
a. Penginformasian Laporan Keuangan Masjid 
 Informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid harusnya dapat 
dengan mudah diketahui, terutama nmengenai laporan keuangan masjid yang 
menyangkut dana sumbangan dari masyarakat dan donatur, karena manajemen 
masjid keuangan masjid hanya terdapat dua fungsi yaitu, bagaimana mendapatkan 
dana dan untuk apa saja penggunaan dana tersebut, oleh karena itu  informasi 
keuangan harus dilaporkan secara jelas, mudah dipahami (Halim dan Syam, 
2012:457). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan saat mewawancarai 
informan, sebagai berikut penjelasannya : 
“Emh..., Cara menginformasikan saldo atau laporan keuangan masjid sejauh 
ini..., kami selalu mengumumkan untuk pengeluaran dan pemasukan 
perminggunya pada hari Jum‟at sebelum pelaksanaan Sholat Jum‟at dimulai 
kami biasa mengumumkan saldo penerimaan dan pengeluaran masjid, untuk 
perbulannya kami cantumkan pada papan pengumuman yang ada di masjid, 
dan pada akhir bulan biasanya kami para pengurus melakukan rapat 







Pernyataan yang diberikan oleh jamaah masjid juga senada dengan 
pernyataan ketua pengurus masjid, sebagai berikut pernyataannya : 
“Setiap Jum‟at itu diumumkan oleh protokol dan selalu menjadi bagian 
utama yang diumumkan mengenai keuangan masjid dan dari situmi..., kita 
tahu berapa uang masuk dan berapa uang yang keluar selama sepekan dan 
sebulannya, selain pengumuman yang dilakukan pada setiap Jum‟atnya  
biasanya dipertanggungjawabkan melalui rapat – rapat dek.., mislanya rapat 
pengurus yang dihadiri pengurus dan dewan pembina dari Masjid Agung 
Al-Umaraini.” 
 
Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa penyampaian informasi 
kondisi keuangan masjid per pekannya disampaikan oleh protokol yang setiap hari 
Jum‟at sebelum Sholat Jum‟at dimulai sudah menjadi kegiatan rutin dari Masjid 
Agung untuk mengumumkan kondisi keuangan masjid selama satu pekan. Untuk 
laporan perbulannya atau akumulasi dari setiap laporan per pekan biasa 
diumumkan di akhir bulan dan dicantumkan pada papan pengumuman yang ada 
pada masjid mengenai akumulasi dana yang diterima dan pengeluaran yang terjadi 
selama satu bulan, dan sisa saldo per akhir bulan. 
b. Penyajian Laporan Keuangan Masjid 
 Laporan keuangan dibuat karena sebelumnya telah terjadi transaksi pada 
suatu organisasi, baik itu transaksi pengeluaran atau pemasukan, semuanya wajib 
dicatat pada laporan keuangan, karena akan sangat berdampak pada kesesuaian 
dana pemasukan dan pengeluaran. Oleh karena itu semua jenis transaksi yang 
berkaitan dengan dana harus dicatat dan dilaporkan, hal ini sesuai dengan 
pernyataan informan yang mengatakan : 
“Iya, jelas masuk dalam laporan keuangan dengan pencatatan pengeluaran 





insentif muadzin, dan insentif imam.” (Wawancara dengan bendahara 
masjid Agung Al-Umaraini) 
 
Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan mengenai setiap kejadian atau 
transaksi yang berlangsung ada bukti dan dilakukan pencatatan sesuai dengan 
tanggal kejadian untuk menghindari salah penyajian atau salah pencatatan dalam 
laporan keuangan, sehingga tidak menganggu proses pengelolaan data laporan 
keuangan nantinya.  
c. Perbedaan Laporan Keuangan Yang Menerapkan Transparansi Dan 
Yang Tidak Menerapkan Transparansi  
Tentunya akan sangat berbeda jika laporan keuangan yang diolah dengan 
penerapan transparansi dan yang tidak menerapkan transparansi, dengan 
penerapan transparansi tentunya dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan 
dalam pengelolaan laporan keuangan (Sitorus, 2013).  
 
“tentu beda dan sangat jauh perbedaannya yah..., kalau diterapkan 
transparansi sudah pasti ada sifat jujur yang hasrus ditanamkan dalam 
mengelola laporan keuangan sehingga dapat mencegah adanya tindak 
kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, nah..., misalnya kalau tidak 
diterapkan transparansi dek.., tidak bisami ku bayangkan, pengurus akan 
seenaknya Saja dalam menyajikan laporan keuangan tanpa adanya bukti 
transaksi karena tidak adaji transparansi yang menuntut, bisa kacau 
organisasi nirlabanya toh..., tidak adami lagi yang mau jadi donatur, 
penyumbang.” (Wawancara dengan Bendahara Masjid Agung) 
 
Dari pernyataan bendahara tersebut dapat dijelaskan bahwa sifat jujur sangat 
penting diterapkan karena akan mempengaruhi laporan keuangan dan penerapan 
transparansi terhadap laporan keuangan dengan tidak menerapkan transparansi 
terhadap laporan keuangan, akan menghasilkan kredibiltas yang beda, dan adanya 





laundering yang sedang marak terjadi dilakukan oleh oknum–oknum yang tidak 
bertanggungjawab. 
2.Transparansi Partai Keadilan Sejahtera  
Penyajian laporan keuangan parpol harus secara transparan dan  akuntabel 
atas dana yang berasal dari sumbangan para donatur yang telah mereka gunakan. 
Dasar penyusunan dan pembukuan pedoman sistem akuntansi keuangan parpol 
telah diatur dalam PSAK No. 45 yang menjelaskan tentang standar akuntansi 
untuk  entitas nirlaba. PSAK No.45 merupakan standar dan pedoman dari Ikatan  
Akuntansi Indonesia (IAI) bagi akuntansi partai politik serta akuntansi untuk  
entitas nirlaba lainnya (Rohma, 2013).Tolak ukur penyajian laporan keuangan 
yang baik tergantung dari penerapan transparansinya dalam mengelola laporan 
keuangan. Hal ini sesuai dengan penyataan yang diucapkan oleh informan yang 
mengatakan : 
“Menurut saya sebagai ketua Partai Keadilan Sejahtera..., sudah bagusmi 
transparansinya, insha allah bagus tommi laporan keuangannya dek.., karena 
mengenai bantuan parpol yang diterima dari pemerintah memang sudah 
menjadi keharusan untuk dijadikan konsumsi publik mengenai laporan 
keuangannya, jika infaq dari anggota yang ada di DPR 
pertanggungjawabannya pada pihak internal partai, jadi untuk saya sendiri 
saya rasa sudah cukup transparan dalam pengelolaan dan penyusunan 
laporan keuangannya, tapi kembali lagi ke masyarakat bagaimana menilai 
keterbukaan informasi yang kami berikan selama ini dek....” (Wawancara 
Ketua PKS) 
 
Pernyataan yang mendukung diberikan oleh bendahara, sebagai berikut 
pernyataannya : 
“kalau mengenai keterbukaannya toh kalau penilaianku cukup baikmi dek, 





proses belajar tentang bagaimana seharusnya, karena kami sebagai 
bendahara kebanyakan dari orang – orang yang bukan berlatar belakang dari 
ekonomi atau akuntansi, yang seharusnya faham akan masalah pencatatan 
dan penyusunan laporan keuangan partai,jadi...begitumi juga kesanggipanku 
untuk kelola laporan keuangannya partai dek, itu saja nah bersyukur sekali 
ma‟ kalau bisa ku kelola dengan baik karena pertanggungjawaban besar 
menurutku, bukan hanya kepada masyarakat,donatur, tapi kepada Allah 
SWT mi juga, dia maha tahu segalanya jadi dalam mengelola itu merasa 
selalu ka‟ di awasi juga.” 
Dari hasil wawancara tersebut dimulai dari transaksi yang terjadi dan 
sampai pada cara menginformasikan laporan keuangannya kepada para pengguna 
laporan keuangan parpol dinilai sudah cukup transparan, karena dalam penyajian 
laporan keuaangannya sudah berusaha memaksimalkan bagaimana pencatatan 
laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku walaupun 
pada kenyataannya masih sangat sederhana karena adanya keterbatasan 
pengetahuan dari pengelola laporan keuangan mengenai bagaimana sistem 
penyajian laporan keuangan partai politik yang diatur dalam PSAK No.45 
mengenai bagaimana bentuk laporan keuangan yang seharusnya, pengurus partai 
PKS telah berusaha bagaimana menghasilkan laporan keuangan yang seideal 
mungkin utuk para pengguna laporan keuangan dari partai politik, agar mudah 
difahami dan mudah mendapatkan akses informasi jika ada yang membutuhkan. 
b. Bukti Transaksi 
 Penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari adanya transaksi dan bukti 
telah terjadinya transaksi, agar laporan keuangan yang disajikan untuk publik 
sebagai peratnggungjawaban dapat dipercaya dan dapat menambah kredibiltas 
laporan keuangan tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan yang diuacpakan oleh 





“oh...., jelas harus menyertakan bukti transaksi agar terjalin saling percaya 
dek, kalau bukti transaksinya ada kita tidak harus saling curiga, tidak semua 
orang bisa percaya dengan apa yang kita kerjakan.”(Wawancara dengan 
ketua PKS) 
 
 Pernyataan yang mendukung diberikan oleh bendahara dari Partai Keadilan 
Sejahtera, sebagai berikut pernyataannya : 
“Wah jelas.., harus ada bukti dari setiap transaksinya, bagaimana pengguna 
laporan keuangan mau percaya dek, terhadap laporan keuangan yang kami 
buat jika bukti dari transaksi saja tidak ada, itumi biasa biar ki beli pulpen 
satu saja minta ki lagi nota sama toko yang bersangkutan, ribet memang tapi 
demi mendaptkan kepercayaan harus dilakukan itu dek.”(Wawancara 
dengan Bendahara Partai Keadilan Sejahtera) 
Dari penjelasan informan tersebut dapat dismpulkan bahwa dalam 
melakukan pencatatan pada laporan keuangan harus disertakan dengan bukti 
transaksi yang telah terjadi, agar meminimalisir adanya kecurangan dalam 
memanipulasi laporan keuangan Partai Keadilan Sejahtera, penyajian bukti 
transaksi bertujuan agar laporan keuangan dari Partai Keadilan Sejahtera dapat 
dipercaya, dan menambah kredibiltas laporan keuangan Partai Keadilan Sejahtera. 
Butki telah terjadinya suatu transaksi pada Partai Keadilan Sejahtera adalah selalu 
menyertakan nota, atau kwitansi sesuai transaksi yang yang terjadi, hal ini sesuai 
dengan pernyataan dari bendahara dan kader dari Partai Keadilan Sejahtera yang 
mengatakan : 
“Buktinya itu..., misalnya saya mau membeli tinta print, membeli kertas, 
membeli pulpen itu harus ada nota pembelian dari toko tempat saya 
membeli barang tersebut dek.., nah setelah saya mendapatkan nota saya 
langsung tulis di buku pencatatan kas keluar untuk pembelian apa saja, 
dan..., saya sertakan bersama bukti atau nota yang tadi..., begituji 






 Pernyataan yang sama diberikan oleh kader dari Partai Keadilan Sejahtera, 
sebagai berikut pernyataannya : 
“Selama saya jadi kader di partai ini dek..., saya cukup sering melihat nota 
atau bukti telah terjadinya transaksi pembelian..., misalkan nota pembbelian 
barang kebutuhan kesekretariatan.., kertas HVS.., tinta printer.., itu nanti 
disertakan pencatatannya pada buku yang tebal yang nantinya akan 
diserahkan ke Bangpol bersama dengan pertanggungjawaban dana bantuan 
pemerintah.” 
 Dari pernyataan para informan dapat dijelaskan bahwa mengenai bukti 
transaksi yang terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera berupa nota pembelian 
barang, dan bukti yang dapat dijadikan pegangan dalam melakukan pencatatan 
pada laporan keuangan untuk menghindari terjadinya salah catat yang akan 
berdampak pada kesalahan penyajian laporan keuangan, dan laporan keuangan 
Partai Keadilan Sejahtera akan dipertanggungjawabkan pada pihak internal dan 
pemerintah daerah selaku pemberi dana hibah, cara menginformasikan laporan 
keuangan yaitu dengan menysun laporan keuangan, selanjutnya mengadakan rapat 
yang diadakan untuk pihak internal, dan untuk dana hibah yang berasal dari 
pemerintah akan diserahkan laporan pertanggungjawabannya kepada Bangpol, hal 
ini sesuai dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa : 
“cara menginformasikannya itu...., selain penyusunan laporan keuangan, 
biasanya kita lakukan pertemuan semacam rapat untuk internal partai, dan 
ada juga penyerahan LPJ kepada bangpol untuk pertanggungjawaban dana 
hibah.” (Wawancara dengan Ketua PKS) 
 
 Pernyataan yang sama dan mendukung diberikan dari bendahara PKS, 
sebagai berikut pernyataannya : 
“Penginformasiannya itu ada 2 bentuk, karena kita mendapatkan bantuan 





duduk di DPR, dan yang kedua bantuan dana dari pemerintah yang biasa 
disebut dana hibah akan tetapi nama kegiatannya bantuan keuangan untuk 
partai politik, untuk dana infaq yang masuk, pertanggungjawabannya itu 
kepada pihak internal, sedangkan dana hibah itu pertanggungjawabnnya 
kepada Kesbangpol jadi laporan pertanggungjawabannya diserakan kepada 
kesabngpol, dan selama atu periode kita baisanya mengadakan pertemuan 
atau rapat  dalam membahas keuangan.” 
Dapat dijelaskan bahwa penginformasian laporan pertanggungjawaban atau 
laporan keuangan dari Partai Keadilan Sejahtera adalah dengan melalui dua cara 
yaitu, membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ untuk pemerintah selaku 
pemberi bantuan dana hibah, yang diserahkan kepada Bangpol dan yang kedua 
adalah laporan pertanggungjawaban kepada internal dari pemberian infaq dari 
anggota yang duduk di DPRD dan dibahas dalam rapat internal yang diadakan 
dalam Partai Keadilan Sejahtera. Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh 
parta politik sudah menjadi hal yang umum bukan lagi milik pribadi partai, dan 
secara tidak langsung siapa saja dapat mendaptakan akses informasi mengenai 
laporan keuangan tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan ketua dan bendahara 
Partai Keadilan Sejahtera, sebagai berikut pernyataannya : 
“Iya..., karena memang itu konsumsi publik yah.., memang diperuntukkan 
untuk umum.” (Ketua Partai Keadilan Sejahtera) 
 
 Pernyataan yang senada diberikan oleh Bendahara Partai Keadilan 
Sejahtera, sebagai berikut pernyataannya : 
“Jelasss dong..., karena laporan pertanggungjawabannya itu bersifat umum, 
karena memang harus dipublikasikan, namanya juga konsumsi publik toh 
dek...,” (Wawancara dengan Bendahara Partai Keadilan Sejahtera) 
Berdasarkan hasil pemaparan informan tersebut dapat dijelaskan bahwa 





siapa saja karena memang sudah diperuntukkan untuk piblikasi kepada 
pemerintah dan kepada penyumbang atau donatur dari Partai Keadilan Sejahtera, 
karena penginformasiannya bersifat terbuka untuk publik yang bersangkutan 
dapat mengunjungi kantor Bangpol yang memang bertugas membantu pemerintah 
dibidang politik, yaitu menyalurkan bantuan dan pertanggungjawaban bantuan 
keuangan dari parati politik, hal ini sesuai dengan penyataan yang diberikan 
informan yaitu : 
“Mereka dapat mengunjungi kantor Bangpol dek..., sama halnya seperti 
adek sendiri yang membutuhkan bukti apakah benar ada penyajian laporan 
keuangan, semua datanya ada di Bangpol dek.” (Wawancara dengan 
Bendahara Partai Keadilan Sejahtera) 
Dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengetahui informasi 
mengenai laporan pertanggungjawaban dari Partai Keadilan Sejahtera dapat 
diakses atau dapat mengunjungi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Bangpol) yang bertugas untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas 
dibidang kesatuan bangsa dan politik. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Penerapan akuntabilitas terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
organisasi nirlaba berjalan cukup baik dibuktikan dengan adanya 
laporan keuangan yang disusun oleh pihak pengurus Masjid Agung Al-
Umaraini dan Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan adanya 
pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan 
keuangan tersebut, sesuai dengan PSAK No.45 bahwa semua entitas 
nirlaba non profit organization diwajibkan untuk menyajikan laporan 
keuangannya. 
2. Penerapan transparansi terhadap laporan keuangan dalam mengelola 
organisasi nirlaba tidak berbeda dengan akuntabilitasnya 
transparansinya juga sudah berjalan cukup baik hanya saja 
keterbatasan pengetahuan pengurus Masjid Agung Al-Umaraini  
mengenai bagiamana laporan keuangan sebagaimana mestinya sesuai 
dengan PSAK No.45 bahwa laporan keuangan untuk entitas nirlaba itu 
harus mencakup laporan posisi keuangan ( neraca ) pada akhir periode 





kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. 
Begitu pula dengan Partai  Keadilan Sejahtera dalam penyajian laporan 
keuangannya masih perlu ditingkatkan karena penyajiannya hanya per 
periode tidak ada penyajian perbulan dari laporan keuangannya.  
B. Impilakasi Penelitian  
Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas  
keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya : 
1. Penelitian yang dilakukan terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi 
terhadap laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba memberi 
dampak kepada para pengurus masjid Agung Al-Umaraini dan Partai 
Keadilan Sejahtera akan pentingnya penerapan akuntabilitas dan 
transparansi yang diterapkan agar menambah nilai kejujuran dalam 
penyajian laporan keuangan yang ada pada organisasi nirlaba.  
2. Tidak hanya pada pengurus masjid Masjid Agung Al-Umaraini dan Partai 
Keadilan Sejahtera dampak dari adanya penelitian ini agar dapat 
mempermudah para pemakai laporan keuangan dalam mengakses 
infomrasi yang dibutuhkan, dan dapat mempermudah para pemakai 
laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan dari suatu entitas 
nirlaba. 
C. Saran 
1. Mendorong pengurus masjid Agung Al-Umaraini dan Partai Keadilan 
Seajhtera untuk membuat metode pengelolaan lebih baik dan detail sesuai 





harus mencakup laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode 
laporan, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, laporan arus kas 
untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan 
sehingga ,mudah dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan atau 
pihak pengguna laporan keuangan.  
2. Tetap menjaga Amanah dan tanggungjawab yang diberikan dari para 
jamaah masjid dan para donatur masjid Agung Al-Umaraini dan Partai 
Keadilan Sejahtera, dengan mengelola keuangan secara transparan dan 
akses yang mudah untuk mengetahui pengelolaan apa saja yang telah 
dilakukan oleh para pengurus. 
3. Perlu diadakan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan akuntabilitas 
dan transparansi keuangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia 
pada pengurus entitas nirlaba agar dapat menyusun laporan keuangan 
sebagaimana harusnya seperti yang disajikan dalam PSAK No. 45, dan 
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 Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap berkompeten dalam 
memberikan informasi mengenai Masjid dan Partai Politik, ketua, bendahara, dan 
jamaah masjid, ketua, bendahara dan kader partai politik. Wawancara dilakukakn 
untuk mengetahui bagaiamana penerapan akuntabilitas dan transparansi terhadap 
laporan keuangan dalam mengelola organisasi nirlaba.  
A. Masjid Agung Al-Umaraini  
 Ketua Masjid Agung Al-Umaraini  
1. Dana yang diperoleh  masjid Agung berasal dari mana saja ? 
Jawaban : 
Berasal dari jamaah Masjid Agung yaitu ada dari celengan kotak 
amal, donatur tetap, dan ada juga dari kepala SKPD, dan donatur 
tetap. 
 
2. Bagaimana cara mereka menyumbangkan dananya? 
Jawaban : 
Donatur tetap menyumbang setiap bulan dengan cara, langsung 
masuk ke rekening masjid atau bendahara, dan sisanya di isi pada 
kotak amal yang tersedia di masjid. 
 
3. Bagaimana pemanfaatan dari dana tersebut ? 
Jawaban : 
Kebutuhan untuk masjid itu yang pertama ada, kebutuhan rutin, 
ada kebutuhan insidentil, kebutuhan rutin yaitu kebutuhan yang 
setiap pekan atau bulan dibayarkan, kebutuhan per pekannya itu 
seperti  insentif , muadzin, insentif khotib, insentif penjaga 
masjid, kebutuhan perbulannya misalnya biaya listrik, air, 





4. Apakah pengeluaran setiap insentig yang diberikan, dicatat pada laporan 
keuangan? 
Jawaban : 
Dicatat pada setiap bulan bahkan ada catatan per pekan yang 
dilakukan bendahara, karena pada masjid Agung dilakukan 
sistem pencatatan pengeluaran dan pemasukan per minggunya 
yang akan diumumkan setiap hari Juma’at sebelum Sholat 
Jum’at dilaksanakan 
 
5. Apakah setiap transaksi yang terjadi sudah dicatat pada laporan keuangan? 
Jawaban : 
Iya, setiap transaksi yang terjadi sudah dicatat pada pembukuan 
dan nantinya akan dimasukkan dalam laporan keuangan, laporan 
dibuat oleh bendahara dan dilaporkan ke ketua masjid dan setiap 
akhir tahun akan diadakan rapat pengurus yang akan dilaporkan 
kepada Yayasan. 
6. Bagaimana penyajian laporan keuangannya? 
Jawaban : 
 Masih manual, mencatat kas masuk dan kas keluar saja. 
 
7. Bagiamana penginformasian keuangan Masjid Agung agar dapat diketahui 
oleh  masyarakat ? 
Jawaban : 
 Diinformasikan kepada jamaah setiap Jum’at, yaitu penerimaan 
dalam sepekan, pengeluaran dalam sepekan, saldo akhir, dan 
saldo kas, semuanya di umumkan oleh protokol sebelum Sholat 
Jum’at dilaksanakan. 
 
8. Menurut bapak apakah akuntabilitas dan transparansi  pada laporan 





 Iya, menurut saya sudah semaksimal mungkin penerapan 
akuntabiliutas dan transparansi yang kami terapkan dalam 
mengelola laporan keuangan  
 
9. Bagaimana menurut bapak mengenai hasil laporan keuangannya ? 
Jawaban : 
Alhamdulillah. Saya rasa sudah baik karena sudah mampu 
memenuhi kebutuhan insidentil dan kebutuhan bulanan Masjid 
Agung Al-Umaraini. 
 
1.  Bendahara Masjid Agung Al-Umaraini  
1. Dana yang masuk pada kas Masjid Agung Al-Umaraini berasal dari mana 
saja ? 
Jawaban :  
Ada dari donatur, dari sekolah, masyarakat, instansi, penerimaan 
isi kotak amal. 
 
2. Sebagai donatur tetap sumbangan yang diberikan setiap pekan? Bulan atau 
tahun? 
Jawaban : 
Setiap bulannya. Yang bukan donatur tetap biasa hanya 
memberikan sumbanganyya melalui kotak amal. 
 
3. Dari sumbangan yang diperoleh pemanfaatannya untuk apa saj ? 
Jawaban : 
 Membiayai operasional masjid dan kebersihan masjid  
 
4. Bagaimana sistem pencatatan keuangan yang bapak lakukan untuk laporan 





 Masih sangat sederhana, yaitu pencatatan kas masuk dan kas
 keluar saja  
 
5. Apakah setiap transaksi yang terjadi memerlukan bukti transaksi ? 
Jawaban : 
Iya, karena setiap pengeluaran yang terjadi harus ada 
kwitansinya, dan jika ada pemasukan harus segera dilakukan 
pencatatannya. 
 
6. Bagaimana penginformasian laporan keuangannya ? 
Jawaban : 
Setiap Jum’at sebelum khotib naik ke mimbar protokol 
mengumumkan kas masuk dan kas keluar dan jumlah saldo yang 
tersisa untuk hari ini, dan setiap akhir bulan dilakukan rekap 
setiap akhir bulan. 
 
7. Apakah setiap penceramah atau khotib diberikan insentif ? 
Jawaban : 
 Iya, setiap khotib, muadzin, dan penjaga masjid diberi insentif,
 dan semuanya masuk dalanm pengeluaran rutin setiap Jum’at. 
 
8. Selain informasi yang diumumkan sebelum sholat Jum’at apakah ada cara 
lain yang dilakukan ? 
Jawaban : 
 Ada, papan informasi namanya disitu tercantum kas masuk dan
 kas keluar dan sisa saldo 
 
2. Jamaah Masjid Agung Al-Umaraini  
1. Dana yang masuk pada kas Masjid Agung Al-Umaraini berasal dari mana 
saja ? 
Jawaban : 
Dari jamaah, ada dua macam ada yang tetap, dan yang tidak 
yaitu celengan, yang tetap tiap bulannya menyetor ke bendahara, 




2. Untuk donatur tetapnya apaka setiap bulannya menyetor dengan jumlah 
yang sama ? 
Jawaban : 
 Tidak, tergantung kemampuannya  
 
3. Pemanfaatan dana untuk kebutuhan apa saja ? 
Jawaban : 
 Untuk kebutuhan masjid, ada sapu, membayar parakhitib, imam,
 dan pengelola masjid. 
 
4. Apakah insentif yang diberikan  untuk masing – masing khotib sama 
jumlahnya ? 
Jawaban :  
 Sepengatahuan saya sama  
 
5. Bagaimana penginformasian yang dilakukan untuk laporan keuangannya ? 
Jawaban : 
Disampaikan setiap Juma’at, sebelum Sholat Juma’at 
diumumkan oleh protokol dan selalu menjadi hal yang utama 
mengenai keuangan masjid. 
 
6. Selain kepada masyarakat, pertanggungjawaban keuangan laporan 
keuangan masjid kepada siapa saja ? 
Jawaban : 
 Kepada pengurus dan yang hadiri ada dari dewan pembina  
 
7. Menurut bapak apakah ada pertanggunbjawaban lain yang bisa ditempuh 
bselain dengan cara diumumkan dan dirapatkan ? 
Jawaban : 




8. Apakah ada sumbangan yang didapatkan dari pemerintah tingkat satu? 
Jawaban : 
 Untuk pemerintah tingkat satu sumbangannya itu temporir  
 
9. Bagiamana menurut bapak selaku jamaah Masjid Agung mengenai 
pengelolaan laporan keuangannya ? 
Jawaban : 
 Menurut saya sudah sangat bagus dalam pengelolaannya, dan
 sesuai aturan. 
 
10. Model pencatatan laporan keuangannya bagaimana ? 
Jawaban : 
 Kas masuk dan kas keluar saja dalam pencatatan laporan
 keuangannya. 
 
B. Masjid Agung Al-Umaraini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
1. Dana yang diterima PKS berasal dari mana saja ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : Penerimaan rutin ada dua, bantuan parpol, dan iuran 
anggota DPRD yang setiap bulannya (rutin). 
b) Bendahara PKS : ada dua macam yaitu, dana bantuan untuk 
parpol, dan iuran anggota DPRD untuk setiap bulannya yang 
ditentukan sebesar Rp.2.000.000; per anggota DPRD. 
c) Kader PKS : sebagai kader yang saya ketahui ada 2 macam, ada 
bantuan parpol dari pemda, dan ada iuran untuk anggota DPRD. 
 
2. Pemanfaatan dananya untuk  keperluan apa saja ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : ada dua bagian, yang pertama pendidikan politik 
seperti traning orientasi partai (TOP), worksop peningkatan 
kapasitats anggota, seminar, kegiatan musyawarah wilayah, dan 
yang kedua yaitu pembiayaan sekretariat atau pemibiayaan habis 




b) Bendahara PKS : ada dua garis besarnya pertama biaya 
pendidikan politik dan yang kedua, baiaya operasional sekretariat, 
didalam biaya pendidikan politik ada beberapa item didalamnya 
yaitu seminar, lokakarya, sarahsehan, dialog interaktif, dan 
workshop, dan untuk operasional kesekretaariatan itu itemnya 
biaya ATK, rapat internal, ada perjalanan dinas yang menyangkut 
kepentingan partai, bayar listrik dan air. Intinya dana Bangpol 
tidak boleh digunakan untuk pengadaan barang misalnya, Mobil. 
 
3. Bagaimana sistem pencatatan transaksi keuangan PKS ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : sistem pencatatannya langsung dicatat transaksinya 
pada saat terjadinya transaksi, dan pencatatannya itu masih 
sederhana seperti kas keluar dan kas masuk. 
b) Bendahara PKS : dicatat saat transaksi dilakukan dan nantinya 
akan dimasukkan pada laporan keuangan sesuai transaksi yang 
terjadi. 
c) Kader PKS : saya rasa masih sederhana yaitu mencatat kas keluar 
dan kas masuk pada laporan keuangan 
 
4. Apakah setiap transaksi yang terjadi pada partai PKS harus memberikan 
bukti transaksi ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : Iya harus ada bukti bahwa telah terjadi transaksi 
yang mengakibatkan keluar atau masuknya dana pada kas Partai  
b) Bendahara PKS : Harus ada bukti, agar dapat 
dipertanggungjawabkan 
c) Kader PKS : Buktinya harus ada dan jelas sebagai bukti 
pertanggungjawaban nantinya  
 
5. Iuran anggota yang duduk di DPRD apakah ditentukan jumlahnya ? dan 
siapa yang menentukan? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : Iya ditentukan jumlahnya kita pengurus internal 
mengadakan rapat, untuk sektor selayar kita awalnya hanya minta 




disetujui, akan tetapi pusat meminta untuk dinaikkan lagi menjadi 
Rp.2.000.000. begitu penentuan jumlahnya. 
b) Bendahara PKS : Ditentukan jumlahnya sebanyak Rp.2.000.000 
dan yang menentukan itu dari pusat. 
 
6. Apakah semua parpol mendapat bantuan dengan jumlah yang sama dari 
pemerintah ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : Tidak sama jumlahnya, tergantung karena tergantung 
dari jumlah suara yang diperoleh  
b) Bendahara PKS : Tergantung dari jumlah suara yang diperoleh 
dari parpol tersebut . 
 
7. Apa nama bantuan dari pemda yang diberikan untuk PKS ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : nama bantuannya itu dana hibah akan tetapi biasa 
disebut bantuan parpol. 
b) Bendahara PKS : namanya bantuan dana parpol. 
c) Kader PKS : bantuan dana untuk parpol. 
 
8. Menurut sejarah sudah berapa kali PKS mendapat bantuan dana Hibah dari 
pemerintah ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : Mulai dari 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, dan 2016, hanya 2010 saja yang kosong. Jadi terhitung 
sudah 9 kali  
b) Bendahara PKS : seingat saya sudah 9 kali kecuali 2010 
 






a) Ketua PKS : iya harus sesuai karena ada dalam laporan 
pertanggungjawaban yang akan diserahkan pada bangpol dan akan 
di konfirmasi oleh BPK 
b) Bendahara PKS :  harus sesuai perjanjian dan dimanfaatakan 
sebaik mungkin agar kita sebagai penerima dana selalu mendapat 
kepercayaan dari pemda setempat. 
 
10. Menurut bapak dengan adanya laporan keuangan pada PKS bagaimana 
penerapan akuntabilitas dan transparansinya ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : menurut saya akuntabilitas dan transparansinya 
sudah baik, karena dengan adanya penginformasian kepada pihak 
yang membutuhkan laporan keuangan itu artinya kami sudah 
transparan, dan dengan adanya laporan keuangan yang kami buat 
artinya kami sudah bertanggungjawab atas dana yang diberikan 
kepada kami, tapi dengan begitu kami rasa belum maksimal karena 
belum sesuai dengan penerapan PSAK No.45 dalam pembuatan 
laporan keuangannya harus mengahdirkan 4 unsur laporan 
keuangan 
b) Bendahara PKS : bagi saya sendiri sudah bagus dengan adanya 
informasi yang bisa diakses, dan laporan pertanggungjawaban yang 
kami buat. Tapi belum maksimal adanya karena kurangnya 
pengetahuan saya sebagai bendahara mengenai PSAK No.45 yang 
mengatur penyusuanan laporan keuangan organisasi nirlaba. 
c) Kader PKS : sebagai kader saya cukup puas artinya penerapanm 
akuntabilitas dan transparansinya sudah bagus dibuktikan dengan 
mudahnya akses informasi dan laporan pertanggungjawaban yang 
kami buat 
 
11. Kepada siapa saja pertanggungjawaban keuangan itu disampaikan ? 
Jawaban : 
a) Ketua PKS : kepada Bangpol, pemda, internal partai, dan kepada 
orang yang membutuhkan laporan keuangan tersebut  
b) Kader PKS : kepada pemda selaku pemberi dana hibah, kepada 
Bangpol selaku pemriksa LPJ, dan kepada internal partai, kepada 





12. Pertanggungjawaban keuangan PKS disampaikan kepada kader dalam 
bentuk apa, lisan? atau tertulis ? 
Jawaban : 
a) Kader PKS : secara global, melaui ketua bidang yang mengadakan 
rapat internal mengenai laporan keuangan, dan hasil rapat nantinya 
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